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1.1.

1.2.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan dan
Pendapatan Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah sebelum
ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), hal ini sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang menyatakan, Renja OPD sebagai penjabaran Renstra OPD untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat, sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar
menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kota Pematangsiantar ke
dalam program dan kegiatan sedemikian rupa schingga berkontribusi kepada pencapaian
tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang
tercantum dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Kenangan dan Pendapatan Daerah

Kota Pematangsiantar.

Landasan Hukum

1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.

2. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

6. Pada Tahun 2017 struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kota Pematangsiantar dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perangkat Dacrah Kota
Pematangsiantar;



1.3.

1.4.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi
dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar yang meliputi rencana kerja, program dan

kegiatan beserta sumber pendanaannya. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan (BPKPD) Kota Pematangsiantar 2024 adalah :

1. Menyiapkan dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yaita Tahun 2024.

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efesien, berkeadilan dan
berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang
dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pematangsiantar.

3. Sebagai dasar tolak ukur dalam pengukuran capaian kinerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Sistematika Penulisan

Sisternatika penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar dirumuskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

[.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB Il TUTUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP



BABII
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah.

Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar yang telah dilaksanakan merupakan kegiatan
lanjutan dan pendukung terhadap pencapaian tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah. Yang menjadi fugas dan fungsi yang ingin diwujudkan sebagai
instansi pemerintah, maka suatu instansi akan menjadi lembaga yang mampu mengatur irama
kegiatan operasional, mengatur pengelolaan sumberdaya, mampu mengembangkan indikator
kinerja dan cara pengukurannya. Disamping itu agar terselenggaranya good government
(pemerintzhan yang baik) tentunya diperlukan rencana yang baik pula dan itu merupakan
prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam
mencapai tujuan serta cita-cita masyarakaf,

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar
mempunyai tugas dan sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan pemungutan sumber pendapatan daerah serta melaksanakan koordinasi
pada unit kerja pengelola sumber pendapatan lainnya,
2. Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur

pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah serta pemanfaatan sarana dan prasarana

fugas. _

3. Meningkatkan kinerja dengan melaksankan tugas berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4. Meningkatkan pengembangan sistem dan prosedur administrasi pengelolaan keuangan
yang mencakup pendapatan, belanja serta pembiayaan.

5. Mewujudkan penetapan penganggaran yang efektif dan efesien sesuai dengan kebutuhan
serta prioritas pembangunan.

| 6. Melaksanakan optimalisasi pengelolaan aset daerah agar sesuai dengan fungsinya.

Sebagai hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian

Renstra Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di sajikan
pada Tabel TC-29 sebagai berikut:



Rekapitulasi Evaluasi Hasfl Pelaksanaan Renja Perangkat Daetah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kota Pematangsiantar

S ) Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan realisasi Kinerja Zg)zgzmm dan Kegiatan Tahun Lalu Target Remstra Perangkat Daerah
( ) s/d tahun berjalan
Urusan /Bidang Urusan Target Kineria
Pemerintahan daerah Dan Indikator Kinerja Kineg'a C; a'Jan Realisasi Target Kinerja Target program dan
Program/Kegiatan/Sub Program Pro g Rgnlstra Hasil Program dan Ke;rgiat:nosg)‘d tahun
Kegiatan (Kemendagri (outcomes)/Kegiatan Peragn :; g Daerah) keluaran Kegiatan s/d ber'glan 2023) (n-1) "
Nomor 050-3708 Tahun {output) g tahun 2021 jatan { Tingkat
2020) Tahun 2022-2027 calisasi Reni Tinakat Realisasi Capaian | Capaian
Target Renja Perangkat P reall kat Del‘ljah Rtlea?isa Program dan Realisasi
Daerah Tahun 2022 er_?nﬁ g zogzra . Kegiatan s/d tahun Target
ann sl berjalan 2023 (n-1) | renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 | 8=(7/6) 0 10=(7+9) 11=(10/4)
Indeks IPKD (40-43) indeks (40-43}) indeks 43-47 indeks 4347 indeks 100 43-47 indeks i indeks §
Derajat Desentraliszsi 1454 | Persen 1488 |  Persen 14.88 Perse 1488 |  Persen 14,88 | Persen Persen
Fiskal (DDF) : ' erse : n : 100 :
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 100 | Pereen 100 Persen 100 Fersen 100 |  Persen 100 100 | Persen | Persen
PROGRAM PENUNJANG '
URUSAN PEMERINTAHAN _ . . . . : :
DAERAH KABUPATEN/ Nilai AKYP B Prednka: 0 Predikat 1] Predikat 0 Predikat 0 cC Predikat 0 | Predikat 0
KOTA




Kegiatan Perencanaan,

Capaian Kinerja
Perencanaan dan

Penganggaran dan evaluasi . 100 | Persen 0 Persen 0 Persen 0 | Persen 0 Persen
. Evaluasi Perangkat 100
Kinerja Perangkat Daerah
Daerah
Jumlah Dokurnen
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Perencanaan Perangkat N 5 | Jumiah 5 Jumlah 0| Jumlah 0
Dasrah Laporan Kinerja
OPD
Kegiatan Administrasi Ff; ipg a;la:;az:erja
Persen 100 | Persen
Keuangan Perangkat Adminsitrasi 100 | Persen 100 Persen 100 Persen 100 | Persen 100 100 (=3¢ 100,00
Daerah
Keuangan
Jumlah gaji dan
penyediaan Gaji dan tunjangan aparatur | Jumlah 24 | Jumlah
Tunjangan ASN PNS yang 60 | Jumlah 12 Jumlah 12 Jumiah 12 | Jumlah 100 12 40,00
dibayarkan
Jumiah tugas
Penyediaan Administrasi administrasi Jumlah 24 | Jumiah
Pelaksanaaan Tugas ASN tambahan yang 60 1 Jumiah 12 Jumizh 12 Jumah 12| Jumiah 100 12 40,00
dibayar
Pelaksanaan
Penatausahaan dan Jumlah SPP/SPM
a lah Jumlzh 1.660 | Jumlah
Pengujian/Verifikasi yang diverifikasi 4.180 | Jumiah 830 | Jumiah 830 Jumtah 830 § Jumla 100 830 40,00
Keuangan SKPD
Pengelolaan dan Jumlah Dokumen
Penyimpanan bahan untuk Tindak Lanjut 10 | Jumilah 2 Jumlah 2 Jumiah 2 | Jumlah 100 2 Jumiah 4 | Jumlah 40,00
Tenggapan Pemeriksaan Temuan BPK
Jumlah Peralatan
Penyediaan Peralatan dan | dan Perlengkapan
h 12 | Jumlah Jumiah 24 | Jumlah
Perlengkapan Kantor kantar yang 60 | Jumnlah 12| Jumizh 12 Jumia um 100 12 40,00
Disediakan
Penyediaan Peralatan Jumiah Peralatan
Jumlah 24 | Jumiah
Rumah Tangga Rumah Tangga 60 { Jumizh 12 Jumiah 12 Jumnlah 12 | Jumlah 100 12 40,00

Yang Disediakan




Jumlah Bahan

Penyediaan Bahan Logistik o 24 | Jumiah
Kantor Loglsnlf Kaptor 60 | Jumiah 12 Jumtah 12 Jumilah 12 | Jumiah 100 12 Jumlah umilal 40,00
yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak Jurniah Cetakan
Juml 26 | Jumlah
Dan Penggandaan dan Pepgggndaan 65 | Jumlah 13 Jumilah 13 Jurnlah 13 | Jumlah 100 13 umlzh 40,00
yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumiah Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Koordlnas] dan 2,650 | Jumlah 530 Jurnlah 530 Jumilah 530 | Jumlah 100 530 Jumiah 1.080 | Jumlah 40,00
SKPD Konsultasi
Penatauszhaan Arsip Jumlah dokumen
Jumtah 8 | Jumlah
Dinamis pada SKPD arsip yang dikelola 20 | Jumlah 4 Jumiah 4 Jumlah 4| Jumiah 100 4 v 40,00
Penyediaan jasa Jumlah Jasa Yang
Komunikasi, sumber daya Dibayarkan Setiap 40 | Jumlah B Jumlah 8 Jumlah 8| Jumlah 100 8 Jumlah 16 | Jumlah 40.00
air dan Listrik Nya '
Penyediaan Jasa Jumlah Pelayanan
' Jumlah 24 | Jumiah
Pelayanan Urum Kantor Ja‘sa yang _ 680 | Jumlah 12 Jumlah 12 Jumlah 12 | Jumlah 100 12 umial 40,00
Dibayarkan Setiap
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya . . B unit .
) ! Jumlah Kendaraan 40 unit roda 8 unit . 16 unit roda
Pemeliharaan dan Pajak ) ; 8 unit roda 4, 8 unit roda 4, reda 4, .
) i lah | 4, 80unitroda | Jumlah
Kendaraan Perorangan dinas roda 4 dan 4, 200 unit | Jumlah 40 unil roda 2 Jumilah roFia 4,40 Jumiah 40 urit roda 2 Jumlah 100 40 unit Jumlg| uni 33,33
) roda 2 roda 2 unit roda 2 2
Dinas atau Kendaraan roda 2
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan Jumiah Peralatan J
in Lai Jumlah 24 umlah
dan Mesin Lain Nya dan Mesin I..alnnya 60 | Jumlah 12 Jumlah 12 Jumlah 12 | Jumiah 100 12 umlal 40,00
Yang terpelihara
Pemeliharaan/Rehabhilitasi Jumlah Peralatan
Gedung Kntor Dan dan Mesin Lainnya 5| Jumlah 1 Jumiah 1 Jumlah 11 Jumiah 100 1 Jumiah 2 | Jumlah 40,00

Bangunan Lainnya

Yang terpelihara




Persentase

Capaian
PROGRAM Pendapatan Asli
PENGELOLAAN DaerahPersentase 100 | Persen 100 Persen 100 Persen 100 | Persen 100 100 Persen 100 | Persen 100.00
PENDAPATAN DAERAH Capaian '
Pendapatan Asli
Daerahnya
. Cakupan kegiatan -
Kegiatan Pengelclaan
Pendapatan Daerah Pengelolaan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 100 Persen 100 | Persen 100,00
Pendapatan
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pengelolaan Rencana
Pajak Daerah Pengelotaan Pajak 35.000 | Jumlah 7.000 Jumlah 7000 Jumlah 7.000 | Jumiah 100 7000 Jumizh 14.000 | Jurnlah 40,00
Daerah
4 perwa 4 perwa
Jun']lah Dplfumen 20 perwa 4 perwa dan dan 1 dan 1
. Hasil Analisis dan
Analisis dan Pengembangan dan & perda 1 perda perda 4 perwa dan 1 perda 8 perwadan 2
Pengembangan Pajak Pajak Daerah, tentang Jumlah tentang Jumiah tentang Jumlah perda tentang Jurnlah tentang Jumlah perda tentang Jurnlah
Daerah, serta penyusunan serta penyusunan pengembang pengembanga pengemba pengembanga 100 | pengemb pengembanga 33,33
kebijakan Pajak Daerah . peny . an pajak n pajak ngan n peajak daerah angan n pajak daerah
kebijakan Pajak d .
daerah daerah pajak pajak
Daerzah
daerah caerah
12
12 kegiatan
60 kegiatan , kegiatan sosialisas .
X k
Jumlah Laporan sosialisasi, 1.2 ]_(egl-atan sosialisasi, 12 kegiatan i, 36 2.4 .eg'?tan
. sosialisasi, 36 ) P ' sosialisasi, 72
Pelaksanaan 180 baliho, ) 36 baliho, sosialisasi, 36 baliho, .
Penyuluhan dan Penyuluhan Dan 1800 tayan baliho, 3600 3600 baliho, 3600 3600 balifio,
Penyebarluasan kebijakan y . y. 91 Jumiah tayang iklan Jumlah Jumlah i Jumlah Jumlah 7.200tayang | Jumiah
. Penyebarluasan iklan radio 5 ) tayang tayang iklan 100 tayang . ) 100,00
Pajak Daerah z o radio 1 . . ) o d iklan radio 2
Kebijakan Pajak aplikasi aplikasi iklan radio radio 1 aplikasi iklan aplikasi
Daerah upgrade P 1 aplikasi upgrade smart radio 1
upgrade smart . upgrade smart
smart upgrade aplikasi
smart upgrade
smart




PBB dan
BPTHTB,

PBB dan PBB dan PBB dan PBB dan ) PBB dan
BPTHTB, 5 BPFTHTB, 1 BPTHTB, BPTHTE, 1 Kegiatan BPTHTE, 2
Penyediaan Sarana dan Jumiah Sarana Kggl;tar! Kefg'.a taq ! Kggl;tan. Kggagtaq Soslalisa Kfag'a taq
dan Prasarana Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi
Prasarana Pengelolaan . Jumish Jumlah Jumlah Jumlah si | Jumiah Jumlah
Pajak Daerah Pengelolaan Pajak penggunaan penggunaan pengguna penggunaan 100 endauna penggunaan 100,00
Daerah Aplikasi Aplikasi an Aplikasi Aplikasi pengg Aplikasi
. . . - . . . an . .
terintegrasi terintegrasi terintegras terintegrasi o terintegrasi
. Aplikasi
smart smart i smart smart . stmart
terintegra
si smart
Jumlah Laporan
Pengelolahan, Hasil
Pemeliharaan dan Pengelolahan
' . lah
Pelaporan Basis Data Pajak | Pemeliharaan dan 35.000 { Jumlah 7.000 Jumlah 7.000 Jumlah 7.000 { Jumlah 100 7.000 Jumlah 14.006 | Jumla 40,00
Daerah Pelaporan Basis
Data Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan
d .
T e s | Juma Ok Pa N
Bea Perolahan Hak atas Yang Disesuaikan 35.000 | Jumlah 7.000 Jumlah 7.000 Jumiah 7.000 | Jumlah 100 7.000 Jumlah 14.000 | Jumlal 40,00
NJOP nya
Tanah dan Bangunan
{BPHTB)
" . Jumiah Dokumen
Penetapan Wajib Pajak R
Daerah Ketetapan Pajak 500 | Jumlah 100 Jumlah 100 Jumiah 100 | Jumiah 100 100 Jumilah 200 | Jumlah 40,00
daerah
7.821 7.821
39105 SPTPD({ & SPTPD( 15.642
SPTPD 7.821 urat 7.821 Surat SPTPD ( S;urat
( Surat SPTPD( Surat Pemberita SPTPD({ Surat Pemberit Pemberitahua
Pelayanan dan Konsultasi Jumlah Layanan Pemberitahu Pemberitahua huan Pemberitahuan ahuan n Pajak
- dan Konsultasi an Pajak | Jumlah n Pajak Jumlah Pajak Jumlah | Pajak Daerah} [ Jumlah Pajak | Jumlah Jumlah
Pajak Daerah . 100 Daerah) 100,00
Pajak Daerah) Daerah) 7063 Daerah) 7083 Daerah) 14.126 SSPD
35315 88PD SSPD( Surat 7063 SSPD( Surat 7083 ’ ( Surat
( Surat Setoran) SSPD{ Su Setoran) SSPD( S
Setoran)
Setoran) rat urat
Setoran) Setoran}




Penelitian dan Verifikasi
Data Pelaporan pajak
Daerah

Jumlah Data
Pelaporan Pajak
Daerah yang Telah
Dilakukan
Penelitian dan
Verifikasi

35.000

Jumish

7.000

Jumiah

7.000

Jumlah

7.000

Jumilah

100

7.000

Jumlah

14.000

Jumlah

40,00

Penagihan Pajak Daerah

Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan
Penagihan Pajak
Daerah

160 Mityar

Jumlah

32 Miiyar

Jumizh

32 Milyar

Jumiah

32 Milyar

Jumlah

100

32 Milyar

Jumlah

64 Milyar

Jumlah

Pengendalian,
Pemeriksaan dan
Pengawasan Pajak Daerah

Jumlah Dokumen
Hasil pemeriksaan
Serta
Pengendalian dan
Pengawasan Pajak
Daerah

450 WP
Terperiksa,
5000
reklame

Jumlah

80 WP
Terperiksa,
1000 reklame

Jumilah

90 WP
Terperiksa
, 1000
reklame

Jumlah

90 WP
Terperiksa,
1000 reklamme

Jumlah

100

290 WP
Terperiks
a, 1000
reklame

Jumlah

180 WP
Terperiksa,
2.000 reklame

Jumlah

100,00

Persentase aset
tanah Kota yang
bersertifikat

33,81

Persen

15,51

Persen

15,51

Persen

15,51

Persen

160

19,01

Persen

35

Persen

103,01

Persentase
perangkat daerah
yang
menatausahakan
asel sesuai dengan
SAP

100

Parsen

1C0

Persen

100

Persen

100

Persen

100

100

Persen

100

Persen

100,00

PROGRAM
PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH

Persentase
perangkat daerah
yang
menatausahakan
asset sesuai
dengan SAP

100

Persen

100

Persen

100

Persen

100

Persen

100

100

Persen

100

Persen

100,00

Kegiatan Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Cakupan
Pengelolaan BMD

100

Persen

100

Persen

100

Persen

100

Persen

100

100

Persen

160

Persen

100,00




Jumlah strandar

Jumlah

Penyusunan Standar Harga | Harga Yang 5 ( Jumlah 1 Jumiah y Jumlah 1 { Jumlah 100 1 Jumlah 40.00
Disusun '
Penyusunan Standar Jum'ah S‘t.andar
Barang Milik Daerah Dan Barang Milik
Daerah Dan 5 | Jumlah 1 Jumiah Jumlah 1| Jumlzh Jumlah 2 | Jumlah 40.00
Standar Kebutuhan Barag Standar Kebutuhan 1 100 1 '
Milik Daerah -
Barag Milik Daerah
Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana
Kebutuhan Barang Milik Kebutuhan Barang 290 ! Jumiah 58 | Jumlah Jumlah 58 | Jumlah Jumlah 116 | Jumlah
Daerah Milik Daerah 58 100 58 40,00
Jumlah Laporan
Pengamanan Barang Millk Hasil Pengamanan 50 | Jumlah 10 Jumlah Jumlah 10 | Jumlah Jumlah 20 | Jumlah
daerah Barang Mitik 10 100 10 40,00
daerah
Jumilah laporan
Hasil Penilaian
Penilaian Barang milik Barang Milik
e g Daerah Dan Hasil 10 { Jumlah 2 Jumiah Jumlah 2 | Jumlah Jumlah 4 | Jumiah 4000
Daerah Koordinaci 2 100 2 \
Penilalan Barang
Milik Daerah
33,28
Jumiah Dokumen 165 OPD , 33,28 upPB
il Optimalisasi 66 OPD , 56
S Hasil Optimalisasi 140 UPB 33, 28 UPB UPB 33,28 UPB Puskesm o
Optimalisasi penggunaan, pehggunaan, Puskesmas, Puskesmas. 1 Puskesma Puskesmas. 1 as, 1 U
Pemanfaatan, Pemanfaatan, 5 RSU, 670 RSU 1:,54 s, 1 RSU, RSU. 134 UI;B RSU, 134 Puskesmas, 2
Pemindahtanganan, Pemindahtanganan UPB | Jumlah ' Jumlah 134 UPB Jumlah ' Jumlah UPB | Jumiah RSU, 268 | Jumlah 100.00
Pemusnahen, Penghapusan Pemusnahan sekolah, 15 UPB sekolah, sekolah, 3 sekolah, 3 SK 100 sekolah UPB sekolah, '
o : ' ' 3 5K untuk ' untuk ; K
Barang Millk Daerah Penghapusan SK untuk nghaousan SK untuk enghapusan 38K 8 SK untu
Barang Milik penghapusa pengnap penghapu penghap untuk penghapusan
Daerah n san penghapu
san
Rekensiliasi Dalam Rangka I;J:sﬁl?ahetzﬁzi::;i
Jumlah 116 | Jumlah
Penyusunan Laporan Dalam Rangka 290 | Jumiah 58 Jumiah 58 Jumlah 58 | Jumlah 100 58 u 40,00

Barang Milik Daerah

Penyusunan
Laporan Barang

10




Milik Daerah

Jumilah Laporan

Penyusunan Laporan Barang Milik ] 1| Jumiah Jumnlah 2 | Jumiah
Barang Milik Daerah Daerah Yang 5 | Jumiah T Jumiah 1 umlah 100 1 40,00
disusun
URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
PERTANAHAN
PROGRAM
PENYELESAIAN GANTI Persentase tanah
KERUGIAN DAN aset pemda yang 895 | Persen 19 Persen 19 Persen 19 | Persen 100 19 Persen 38 | Persen 40,02
SANTUNAN TANAH bersertifikat
UNTUK PEMBANGUNAN
Cakupan
. ) Penyelesaian
Kegiatan Penyelesalgn Masalah Ganti
Masalah Ganti Kerugian dan K .
Santunan Tanah Untuk erugian dan P 100 P p 100 | Persen Persen 100 | Persen
Pembangunan oleh szi::::nan Tanah 100 ersen ersen 100 ersen 100 100 100,00
Pemerintah Daserah
Kabupaten/Kota Pembangunan oleh
gbup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyelesaian Masalah Jumiah Keperluan 6
Ganti Ketugian dan ge"”,?gﬁ‘a"t"{ 0B 'd?% 6 Bidang, 174 6 B'di"% 6 Bidang, 174 Bidang, 12 Bidang,
Santunan Tanah untuk s?mt © Je’“T ’;"g Sertficat, | Jumiah | Sertifiket, 300 | Jumiah | g el Jumlah | Sertifikat, 300 | Jumlah | o 174 | Jumizh | 348 Serifikat, | Jumian | o0 oo
Pembangunan oleh 'an. ar, Jumia erutiat, Jalan ' Jalan Sertifikat, 600 Jalan
) Sertifikat Tanah 1.500 Jalan 300 Jalan 00 Jal
Pemerintah Daerah o 3 alan
milik Pemko
Kaabupaaten/Kota
Persentase
Dokumen
Keuangan yang
disusun tepat 200 | Persen
waktu sesuai 100 | Persen 100 Persen 100 Persen 100 | Persen 400 100 Persen 200,00

dengan Standar
Akuntansi
Pemerintah
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Presentase dok
yang dipublikasikan

100

Persen

Persen

100

Pearsen

terhadsp informasi 100 | Persen 100 | Persen 100 Persen 100 100 100,00
keuangan daer
Rasio anggaran
PROGRAM sisa terhadap tetal
PENGELOLAAN belanja dalam 50 | Persen 10 Persen 10 Persen 10 | Persen 100 10 Persen 19 | Persen 38,00
KEUANGAN DAERAH APBD tahun
sebelumny a
Cakupan
Koordinasi dan Koordinasi dan
Penyusunan Rencana Penyusunan 100 | Persen 100 Persen 100 Persen 100 | Persen 100 160 Persen 100 | Persen 100,00
Anggaran Daerah Rencana Anggaran
Daerah
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Penyusunan KUA dan KUA dan PPAS 10 | Jumlah 2 Jumlah Jumlah 2 | Jumlah Jumtah 4 | Jumlah
. 2 100 2 40,00
PPAS Yang Disusun
. Jum!ah Dokumen
Koordinasi dan Perubahan KUA
Penyusunan Perubahan 10 { Jumlah 2 Jumlah Jumlah 2 | Jumlah Jumlah 4 | Jumlah 40.00
dan PPAS Yang 2 100 2 :
KUA dan PPAS .
Disusun
Koordinasi Penyusunan Jumiah RKA
i Jumila 66 | Jumlah
dan Verifikasi RKA SKPD SKF"D ygng di 165 | Jumlah 33 Jumilah a3 Jumlah 33 | Jumiah 400 33 umlah 40,00
verifikasi
Kooordinasi peryusunan Jumizh
dan Verifikasi Perubahan Perubahaan RKA- 165 | Jumlah 33 Jumlah Jumiah 33 | Jumlah Jumlah 66 | Jumlah 40 00
SKPD yang 33 100 33 )
RKA-SKPD A
diverifikasi
Koordinasi, Penyusunan Jumiah DPA-
' Jumlah 66 | Jumliah
dan Verifikasi DPA-SKPD S%(PI:_) yanf_:z 165 | Jumlah 33 Jumlah 33 Jumlah 33 | Jumlah 100 33 umla 40,00
Diverifikasi
Koordinasi, Penyusunan Jumlah Perubahan
dan Verifikasi Perubahaan DPA-SKPD yang 165 | Jumliah a3 Jumlah 33 Jumlah 33 | Jumlah 100 a3 Jumlah 66 | Jumilah 40,00
DPA-SKPD Diverifikasi
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Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan

Jumilah Peraturan
Daerah tentang

Daerah tentang APBD dan | A¥ B0 dan 5| Jumiah 1| Jumian Jumiah 1| Jumish Jumlzh 2 | Jumih | o o0
Peraturan Kepala 1 100 1 '
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD Daerah tentang
Penjabaran APBD
Keordinasi dan Jumlah Peraturan
Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Daerah tentang Perubahan Perubahan APBD
APBD dan Peraturan dan Peraturan 5| Jumlah 1 Jumiah 1 Jumlah 1| Jumlah 100 1 Jumlah 2 | Jumlah 40,00
Kepala Daerah tentang Kepala Daerah
Penjabaran Perubahaan tentang Penjabaran
APBD Perubahan APBD
Koordinasi dan ;:;:‘Ifar;ilj;?;nen
i Jumlah 24 | Jumlah
Penyusunan‘ Regulasi serta Kebijakan Bidang 60 | Jumlah 12 Jumlah 12 Jumlah 12 | Jumlah 100 12 u 40,00
Kebijakan Bidang Anggaran
Anggaran
Cakupan
Keordinasi dan Koordinasi dan
Pengelolaan Pengelolaan 160 | Persen 100 Persen 100 Persen 100 | Persen 100 100 Persen 100 | Persen 100,00
Perbendaharaan Daerah Perbendaharaan
Daerah
Jumilah Dokumen
Koordinasi dan pengelfclaan | Hasil Koordinasi dn Jumiah 20.000 | Jurntah
Kas Daerah Pengelolaan kas 50.000 | Jurnlah 10.000 Jumlah 10.000 Jumlah 10.000 | Jumlah 100 10.000 40,00
Daerah
Penyiapan, Pelaksanaan Jumiah Dokumen
Pon yenza"'an o Hasil Pengendalian
engen dan Penerbitan 20 | Jumiah 4| Jumlah Jumlah 4| Jumian Jumiah 8| Jumiah | o oo
Penerbitan Anggaran kas 4 100 4 .
dan SPD Anggaran Kas dan
SPD
Koordinasi, fasilitasi, Jumlah Dokumen
Asistensi, Sinkronisasi, Hasil Koordinasi,
Suparvisi, Monitoring, dan fasilitasi, Asistensi, 124 | Jumiah Jumiah 248 | Jumish
Evaluasi Pengelolaan Dana | Sinkronisasi, 620 | Jumiah 124 | Jumiah 124 Jumiah umia 100 124 40,00
Perimbangan dan Dana Supervisi,
Transfer Lainnya Monitoring, dan
Evaluagi

13




Pengelolaan Dana
Perimbangan dan
Dana Transfer
Lainhya

Koordinasi, Pelaksanaan
Kerjasama dan Pemantauan

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Pelaksanaan
Kerjasama dan
Pemantauan

Transaksi Non Tunai Transaksi Non
dengan Lembaga Keuangan | Tunal dengan 5 | Jumlah 1 Jumlzah 1 Jumlah 1| Jumiah 100 1 Jumlah 2 | Jumlah 40,00
Bank dan Lembaga Lembaga
Keuangan Bukan Bank Keuangan Bank
dan Lembaga
Keuangan Bukan
Bank
Jumilah Laperan
Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/
Koordinasi dan Pemotongan dan
Penyusunan Laperan Penyetoran
Realisasi Penerimaan Dan Perhitungan Fihak
Pengeluaran Kas Daerah, Ketiga(PFK) dan
Laporan Aliran Kas, dan Laporan Hasil 60 | Jumiah 12 Jumilah 12 Jumlah 12 | Jumlah 100 12 Jumlah 24 | Jumlah 40,00

Pelaksanaan Pemungutan/
Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga(PFK)

Koordinasi Dalam
Rangka
Penyusunan
Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/
Pemotongan dan
Penyetoran
Perhitungan
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Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK}

Rekonsilasi Data
Penerimaan dan

Jumlah Dokumen
Hasil Rekonsilasi
Data Penerimaan
dan Pengeluaran

E::iguer:lgli::: :i(:s Serta Kas Serta 60 | Jumlah 12 Jumlah 12 Jumnilah 12 | Jumlah 100 12 Jumilah 24 | Jumlah 40,00
Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP2D
dengan Instansi Terkait Pemotongan Atas
$P2D dengan
Instansi Terkait
Jumiah Orang
Pembinaan yang Mengikuti
Penatauhasahan Keuangan Pembinaan h Jumlah 90 | Jumlah Jumiah 180 | Jumlah
Pemerintah Kabupaten/ Penatausahaan 450 | Jumlal 90 Jumlah 90 umlal umla 100 90 umia 40,00
Kota Keuangan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Cakupan
Koordinasi dan Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi dan | Pelaksanaan 100 | Persen 100 Persen Persen 100 | Persen Persen 100 | Persen
Pelaporan Keuangan Akuntansi dan 160 100 100 100,00
Daerah Pelaporan
Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen
Hasil Rekonsiliasi
Rekonsiliasi dan Verifikasi dan Aset,
Aset, Kewajiban, Ekuitas, Kewajiban,
Pendapatan, Belanja, Ekuitas,Pendapata 165 | Jumlah 33 Jumlah 33 Jumlah 33 | Jumiah 100 33 Jumlah 65 | Jumlah 40,00
Pembiayaan, Pendapatan- n, Belanja,
LO dan Beban Pembiayaan,
Pendapatan LO,
dan Beban
Koordinasi Penyusunan Jumlah Laporan
Laporan Pertanggungjawab
Pertanggungjawaban an Pelaksanaan 15 | Jumlah 3 Jumlah 3 Jumlah 3| Jumiah 100 3 Jumiah 6 | Jumlah 40,00

Pelaksanaan APBD an,
Triwulan dan Semesteran

APBD an, Triwulan
dan Semesteran

15




Konsgclidasi Laporan
Keuangan SKPD, BLUD

Jumlah Laporan
Keuangan SKFD,
BLUD dan Laporan

Jumlah

Jumlah

Jumilah

dan Laporan Keuangan Keuangan 5| Jumiah 1 Jumish 1 Jumiah 100 1 40,00
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
dan Terkonsolidasi
Jumiah
Rancangan
Koordinasi dan Peraturan Daerah
Tentang
Penyusunan Rancangan Pertanaqurn
Peraturan Daerah Tentang ggung
. jawaban
Pertanggung jawaban
Pelaksanaan
Pelaksanaan APBD APBD
Kabupate/Kola dan Kabupaten/Kota 10 | Jumiah 2| Jumish Jurnlah 2 | Jumiah Jumiah 4 | dumieh | o o0
Rancangan Peraturan 2 100 2 .
dan Rancangan
Kepala Daerah Tentang
. Peraturan Kepala
Penjabaran
. Daerah Tentang
Pertanggungjawaban .
Penjabaran
Pelaksanaan APBD .
Pertanggungjawab
Kabupaten/kota
an Pelaksanaan
APBD
Kabupaten/kota
Jumlah Kebilakan
Penyusunan Kebijakan dan | dan Panduan
Panduan Teknis Oprasional | Teknis Oprasicnal
Jumilah 4 { Jumlah
Panyelenggaraan Akuntansi | Penyelenggaraan 1071 Jumiah 21 Jumiah 2 Jumiah 2| Jumiah 100 2 ! 40,00
Pemerintah Daerah Akuntansi
Pemerintah Daerah
Jumiah Orang
Pembinaan Akuntansi Yang M engikut
Pembinaan
Pelaporan dan Akuntansi
' Jumiah 180 | Jumlgh
Pertanggungjawaban Pelaporan dan 450 | Jumlah g0 Jumlah 90 Jumiah g0 | Jumlah 100 90 umial 40,00
Pemerintah :
Pertanggungjawab
Kabupatean/Kota .
an Pemerintah
Kabupaten/Kota
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Penunjang Urusan

Cakupan Urusan

Kewenangan
100 | Persen
Kewenangan Pengelolaan Pengelolaan 100 | Persen 100 Persen 100 Persen 100 | Persen 100 100 Persen 100,00
Keuangan Daerah
Keuangan Daerah
Jumlah [aporan
Pengelolaan Dana Darurat | hasil pengelolaan 5| Jumah 1 Jumah 1 Jumah 1 Jumah 100 1 Jumah 2 Jumah 40.00

dan Mendesak

dana darurat dan
mendesak
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas
membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan
keuangan dan kekayaan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a. pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup
APBD yang mencakup pendapatan dan/atau penerimaan, pengeluaraan serta
pembiayaan daerah;

b. pengelolaan kas non anggaran yang mencakup penerimaan dan pengeluaran kas
yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah
daerah yang sesual dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan/atau
perjanjian dengan pihak ketiga menjadi tugas/tanggung jawab Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah;

c. pengeloaan kekayaan dacrah maupun kekayaan pihak lain dan atau investasi yang
dikuasakan  kepada daerah yang mencakup Kkegiatan  perencanaan,
pelaksanaan/pengadaan, optimalisasi, pelaporan dan pertanggungjawaban;

d. manajemen internal Badan Pengeloaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

e. pembinaan dan pengendalian terhadap UPTD di bidang pengelolaan keuangan dan
kekayaan daerah;

f. asistensi terhadap Wali Kota dalam rangka pembuatan kebijakan dan/atau peraturan
perundang-undangan ditingkat daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan
daerah; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait tugas dan fungsinya;

Sekretaris BPKPD
Sekretariat Badan merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mengoordinasikan
pelaksanaan kegiatan manajemen internal Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Dacrah dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi Badan. Untuk
menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan inventaris kantor;

b. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor serta perawatan dan pemeliharaan aset

badan;
¢. perumusan anggaran operasional dan anggaran pembangunan badan;

d. pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
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e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Penjabaran tugas pada sekretariat adalah sebagai berikut :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian :
1. menyiapkan bahan-bahan dan tempat rapat;

. mengarsipkan surat masuk dan keluar;

. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan alat-alat/barang-barang inventaris kantor;

. melaksanakan rencana dan program hubungan masyarakat;

th & W N

. Membantu Sekretaris dalam membertkan pelayanan teknis administrast dan
pelaksanaan tugas bidang kepegawaian;
6. menyusun kelengkapan dan administrasi kepegawaian;
7. menyiapkan absensi kehadiran aparatur, penegakan disiplin dan pembinaan
aparatur; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugas dan
fungsinya.
b. Subbagian Keuangan :
1. menyusun rencana anggaran operasional badan;
2. melaksanakan pengurusan gaji pegawai;
3. mengkoordinir segala pungutan dan setoran pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang — undangan;
4. mengoordinir penyelesaian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
5. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pengelola keuangan;
dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugas dan

fungsinya.

2. Bidang Pendapatan 1

Bidang Pendapatan I merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan. Bidang Pendapatan I yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pendapatan I
mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang pendapatan yang berkaitan dengan
pendataan dan pendaftaran, penetapan, pemeriksaan serta penelitian dan pengembangan
pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan dan
Pajak Bea Perolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi daerah.
Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian dalam perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan,

pembinaan, pemantauau, pengendalian dan pengembangan pendapatan pajak daerah
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selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan dan Pajak

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi daerah,;

b. pelaksanaan segala urusan dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan
pendapatan pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan
dan perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke
kas daerah secara maksimal, serta terhadap sumber pendapatan daerah yang baru
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. pelaksanaan penelitian dan evaluasi tata cara pemungutan pajak daerah selain Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan dan Pajak Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi daerah dan pemungutan-
pemungutan lainnya yang telah ada;

d. pengoordinasian seluruh usaha di bidang pemungutan dan pendapatan asli daerah
berdasarkan ketentuan yang telah digariskan pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah;

e. pelaksanaan koordinasi kepada instansi pengelola pendapatan asli daerah;

f. perencanaan, penertiban, penyelenggaraan dan pengelolaan pajak daerah selain
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan dan Pajak Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi daerah;

g. perencanaan dan penyusunan kegiatan/program 1 (satu) tahun anggaran dalam hal
pendataan, pemuktahiran data dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah sebagai pengelola pendapatan pajak dan retribusi daerah;

h. pelaksanaan perencanaan pencapaian target pendapatan 1 (satu) tahun anggaran
pajak daerah, retribusi daerah dan pungutar lainnya yang ada dan berkoordinasi
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengelola pendapatan asli daerah;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan
fungsinya.

Penjabaran tugas pada Bidang Pendapatan I adalah sebagai berikut:

a. Subbid Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas :

1. menyusun program dan melaksanakan pengendalian sistem pendaftaran dan
pendataan subjek pajak daerah Selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor
Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB);

2. melaksanakan perhitungan untuk persiapan penetapan pajak daerah selain Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan dan pajak Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terhutang;
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. menghitung penerbitan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD);

. mengoordinasikan pengisian SPTPD Pajak Daerah;

. mendata dan memetakan potensi wajib pajak daerah selain Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan dan pajak Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

. mendaftarkan potensi wajib pajak daerah menjadi wajib pajak daerah; dan

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendapatan I terkait
tugas dan fungsinya.

Subbid penetapan dan penagihan mempunyai tugas :

. menyusun program dan melaksanakan pengendalian sistem dan prosedur

penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah Selain Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

. mengoordinir pelaksanaan penagihan berdasarkan SSPD;

3. mengoordinir pembuatan laporan rekapitulasi penagihan berdasarkan SSPD dan

SSRD yang tidak tertagih;

. melaksanakan penagihan kepada Wajib Pajak Daerah yang telah menerima
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan belum melunasi

pemungutan/pembayaran/penyetorannya hingga waktu yang belum ditentukan;

. Melaksanakan monitoring pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah pada SKPD

pengelola retribusi daerah;

. Melaksanakan perhitingan  penetapan tambahan pajak daerah dengan

menggunakan hasil dari pemeriksaan lokasi/lapangan;

. Menyiapkan surat penolakan angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran

bagi surat permohonan angsuran yang disetujui;

. Mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar;

. Mempersiapkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat

Perjanjian Angsuran Pemungutan/Pembayaran/Penyetoran;

10. Mempersiapkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Angsuran dan

Tambahan; dan

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang pendapatan I terkait

tugas dan fungsinya.
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3. Bidang Pendapatan I1

(I) Bidang Pendapatan IT merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan.

(II) Bidang Pendapatan II mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam

melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan

dan perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB). Penyelenggaraan tugas meliputi :

a.

menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan teknis
dalam bidang perencanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan
pengembangan pendapatan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan
perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

pelaksanaan segala urusan dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan
pemasukan pendapatan ke kas daerah secara maksimal, baik terhadap sumber
pendapatan daerah yang baru berdasarkan kebijakan yang ditetapkan kepala
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan penelitian dan evaluasi tata cara pemungutan pajak, retribusi dan
pemungutan-pemungutan lainnya yang telah ada;

Pengoordinasian seluruh usaha di bidang pemungutan dan pendapatan daerah
berdasarkan ketentuan yang telah digariskan pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah;

Pelaksanaan koordinasi kepada instansi pengelola pendapatan asli daerah;
Perencanaan, penertiban, penyelenggaraan dan pengelolaan pajak bumi dan
bangunan sektor pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan;

Perencanaan dan penyusunan jadwal kegiatan/program 1 (satu) tahun
anggaran dalam hal pendataan, pemuktahiran data dan berkoordinasi dengan
satuan kerja perangkat daerah sebagai pengelola pendapatan pajak daerah;
pelaksanaan perencanaan pencapaian target pendapatan 1 (satu) tahun
anggaran pajak daerah;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan

fungsinya.

Penjabaran tugas pada Bidang Pendapatan II adalah sebagai berikut:

a. Subbid pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas :

1.

menyusun program dan melaksanakan pengendalian sistem pendaftaran dan

pendataan wajib pajak dan objek pajak;
2. melaksanakan perhitungan untuk penetapan pajak daerah yang terhutang;
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10.

11.

menghitung penetapan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan daerah,;

pelaksanaan penyampaian SPOP dan SPTPD kepada wajib pajak serta
menghimpun dan SPTPD;

pelaksanaan penyampaian SPPT dan SKPD kepada wajib pajak;
melaksanakan perhitungan penetapan tambahan pajak daerah dengan
menggunakan hasil dari pemeriksaan lokasi/lapangan;

menyiapkan surat penolakan angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran
bagi surat permohonan angsuran yang disetujui;

mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat
Perjanjian Angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran;

mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Angsuran dan
Tambahan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pendapatan II sesuai
dengan bidang tugasnya.

b. Subbid Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas :

L.

menyusun program dan melaksanakan pengendalian sistem dan prosedur

penetapan dan penagihan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak

atas tanah dan bangunan;

mengoordinir pelaksanaan penagihan;

mengoordinir pembuatan laporan rekapitulasi penagihan;

melaksanakan penagihan kepada Wajib Pajak Daerah sesuai dengan
kewenangannya;

pelaksanaan penerimaan dan penyetoran pajak ke Rekening Kas Umum
Daerah; dan

melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang Pendapatan II terkait
tugas dan fungsinya.

4. Bidang Anggaran

(I)Bidang Anggaran merupakan unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

)

Pendapatan Daerah sebagai unsur lini dalam pelaksanaan di bidang anggaran
yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam

melaksanakan tugas dalam bidang anggaran.
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Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a.

o oo

.
1

Pemberian bantuan kepada Kepala Badan dalam penyelenggaraan urusan di

Bidang Anggaran;

. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengendalian, dan kebijakan di

bidang pengelolaan anggaran;

Sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang memimpin
Bidang Anggaran selaku Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kota Pematang
Siantar;

Persiapan program penyusunan Kebijakan Umum Anggaran,

Prioritas dan Plafon Anggaran sementara, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan;

Persiapan program penyusunan APBD dan Perubahan APBD;

Perumusan pedoman penyusunan APBD dan Perubahan APBD;

. Penyiapan Nota Keuangan Rancangan APBD,;
. Pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran SKPD;

Pelaksanaan pengendalian administrasi pengelolaan anggaran keuangan daerah;
Pengoordinasian dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang
anggaran,

Penetapan SKP yang dibawahinya; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan
fungsinya.

Penjabaran tugas pada Bidang Anggaran adalah sebagai berikut :

a.

b.

Sub Bidang Anggaran [ mempunyai tugas:

1. menyelenggarakan fiungsi perencanaan anggaran yang menyangkut
pendapatan  daerah dan pembiayaan daerah serta fungsi pengendalian
pelaksanaan anggaran dalam hal ketersediaan anggaran secara periodik; dan

2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran terkait
tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Anggaran II mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan fungsi perencanaan anggaran yang menyangkut belanja
operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer dan
pembiayaan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi serta fungsi

asistensi dan pengendalian dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah;

t]

dan

2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran terkait
tugas dan fungsinya.
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5. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan. Bidang Perbendaharaan yang dipimpin oleh Kepala Bidang

Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan yang berkaitan dengan

penetapan dan penerbitan SP2D, menguji kebenaran tagihan, membina ketatausahaan

keuangan, penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi serta membina

bendaharawan. Penyelenggaraan tugas dimaksud meliputi :

a.

o a @

™=

penyelenggaraan fungsi pengelolaan kas baik yang bersifat anggaran maupun non
anggaran yang menjadi tanggungjawab/kewenangan badan;

pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan untuk penyusunan pedoman
teknis dalam pengembangan pembinaan kegiatan perbendaharaan dan kas daerah;
penyusunan pedoman dan pengendalian perbendaharaan dan kas;

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan gaji;
penyelenggaraan kegiatan pelayanan teknis administratif kenangan;
penyelenggarakan fungsi pengendalian dalam proses pengelolaan kas dan

penatausahaan keuangan daerah;

. penyelenggaraan fungsi pengendalian dan penatausahaan selaku SKPKD; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan
fungsinya.

Penjabaran tugas pada Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut :

a.

b.

Sub Bidang Kas Daerah dan Pembiayaan mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan kas dan
penatausahaan keuangan untuk jenis belanja tidak langsung;

2. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian
penatausahaan keuangan selaku SKPKD;
menyusun pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan gaji; dan

4. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perbendaharaan
terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pengelolaan Belanja mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan fungsi pengelolaan kas baik yang bersifat anggaran

maupun non anggaran;

2. menyusun pedoman dan pengendalian kas daerah;

menyiapkan laporan pengelolaan kas harian, bulanan dan tahunan;

4. mengumpulkan dan menyimpan bahan dan bukti-bukti penerimaan dan

pengeluaran kas dalam hal pembukuan keuangan daerah;
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5. menyiapkan, melaksanakan pengendalian dan penertiban anggaran kas dan
SPD;

6. melakukan koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan fransaksi non
tunai; dan

7. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perbendaharaan
terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Bidang

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan. Bidang Akuntansi yang dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pencatatan akuntasi

pendapatan dan belanja daerah, membuat laporan keuangan daerah dan meneliti

laporan keuangan yang disampaikan oleh bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah.,

Penyelenggaraan tugas tersebut meliputi :

a.

Pelaksanaan  sistem akuntansi pemerintah daerah yang meliputi prosedur
akuntansi penerimaaan dan pengeluaran kas serta prosedur selain kas diluar

prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah;

. pengendalian atas pelaksanaan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;

. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang

menyangkut kegiatan akuntansi pemerintahan daerah;

. pengoordinasian penyusunan laporan pendapatan dan belanja serta pembiayaan

pada setiap bulan, triwulan dan semester;

. pengoordinasian atas kelengkapan dokumen SPJ dan tata cara pembukuannya

terhadap pelaksanaan APBD yang dikelola oleh Perangkat Daerah;
pengoordinasian tata cara pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Perangkat Daerah;

pembinaan dan pelaksanaan akuntansi pada unit Perangkat Daerah sebagai
penggunaan anggaran; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan
fungsinya.

Penjabaran tugas pada Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut :

a.

Sub Bidang Evaluasi dan Pembukuan mempunyai tugas :
1. menyelenggarakan fungsi pengendalian pelaksanaan prosedur akuntansi

pengeluaran kas dalam kerangka penyusunan laporan realisasi anggaran dan

arus kas;
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b.

2. memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar
(SPM) dari Perangkat Daerah; dan

3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi
terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah

mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan fungsi penyusunan laporan pendapatan daerah;

2. menyelenggarakan fungsi penyusunan laporan pembiayaan daerah;

3. melakukan fungsi penyusunan laporan belanja daerah;

4, menyusun laporan penerimaan / pengeluaran kas daerah, belanja dan
pembiayaan daerah perbulan, triwulan, semester dan tahunan;

5. menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan keuangan dan laporan
pertanggungjawaban APBD; dan

6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi
terkait tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah

Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah merupakan unsur pelaksana yang dipimpin

seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah mempunyai

tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan analisa rencana kebutuhan

pemeliharaan barang milik daerah, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan,

pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan

dan pengendalian barang milik daerah. Penyelenggaraan tugas meliputi :

a.

pengoordinasian penyiapan konsep penyempurnaan dan penyusunan kebijakan,
ketentuan dan standar analisa rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana
kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, penggunaan, penatausahaan,
pemanfaatan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;

. penyelenggaraan analisa rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana

kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, penggunaan, penatausahaan,
pemanfaatan, pengamanan penilaian, penghapusan, pemidahtanganan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian barang milik daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

pengelolaan kekayaan daerah baik yang dikelola sendiri atau pihak ketiga;

pelaksanaan prosedur penatausahaan dan penilaian aset tetap;
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¢. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di tingkat

daerah yang menyangkut pengelolaan barang milik negara / daerah dan / atau

akuntansi aset tetap;

f. pengoordinasian penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian, monitoring

dan evalnasi penyelenggaraan urusan pengadaan tanah; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan

fungsinya.

Penjabaran tugas pada Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah scbagai
berikut :
a. Sub Bidang Pendataan dan Aset Daerah :

1.

9.

10.

11.

melaksanakan tugas penatausahaan barang milik daerah yang meliputi
pembukuan, inventarisasi, pelaporan, pemanfaatan, pengamanan dan
penilaian;

melaksanakan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik
daerah untuk menghimpun ke dalam Daftar Barang Milik Daerah
(DBMD)sesuai dengan standar yang ditetapkan;

menghimpun seluruh hasil perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan,
pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dari seluruh
Perangkat Daerah dan disusun menjadi Buku Inventaris;

menghimpun seluruh laporan penggunaan barang semesteran, tahunan dan 5
(lima) tahunan dari masing-masing Perangkat Daerah  dan membuat
rekapitulasinya untuk disampaikan kepada Wali kota melalui pengelola;
membuat konsep Keputusan Walikota tentang kode lokasi Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah;

membuat  konsep  Keputusan Wali kota tentang penyimpanan
barang dan pengurusan barang Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota;

menyimpan dan memelihara Dokumen Aset Daerah;

melaksanakan Sertifikasi Aset Tanah Milik Daerah;

menyusun program kerja pengadaan tanah untuk acuan pelaksanaan tugas;
memproses kegiatan pengadaan / pembebasan tanah untuk aset daerah dengan
sertifikasinya serta penyerahan aset daerah dengan berita acara;

memproses pengadaan tanah untuk kepentingan / fasilitas umum; dan

12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan

fungsinya.

b. Sub Bidang Pemeliharaan, Perawatan dan Optimalisasi Aset
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1. menyelenggarakan fungsi pemeliharaan, perawatan dan optimal aset dan/atau
kekayaan daerah;

2. menyiapkan konsep Keputusan Wali Kota tentang pemanfaatan barang milik
daerah yang meliputi pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna
serah dan bangun serah guna;

3. menyiapkan konsep Keputusan Wali Kota tentang pembentukan panitia
penghapusan barang milik negara/daerah;

4. menghimpun daftar usulan penghapusan barang dari Perangkat Daerah dan
menyiapkan konsep Keputusan Wali Kota tentang persetujuan atas barang
yang akan dihapus dan selanjutnya membuat konsep penetapan pengelolaan
atas nama Wali Kota tentang penghapusan barang milik daerah;

5. menyiapkan konsep Keputusan Wali Kota tentang pemindahtanganan barang
milik daerah meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah dan penyertaan modal
pemerintah daerah;

6. membantu majelis pertimbangan Tuntutan Ganti Rugt (TGR) dalam
pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti rugi;

7. menghimpun dan mengevaluasi data harga barang dan jasa sebagai bahan di
dalam menyusun Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Biaya
(ASB) untuk kebutuhan penyusunan APBD; dan

8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan
fungsinya.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator
kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome),
manfaat (benefit) dan dampak (inpact). secara umum indikator yang sering digunakan
untuk menilai kinetja tahunan adalah input, output dan outcome, sementara benefit dan
inpact lebih digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pada jangka menegah dan
Jjangka panjang. penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan pentapan besaran indikator
kinerj untuk masing masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Sebagai hasil capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
dalam Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di
sajikan pada Tabel T-C-30 sebagai berikut :
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Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Pematangsiantar

Target Renstra Perangkat Daerah
. SPM/Sandatr
ReNo Indikator Nasional IKK | srahyn Tahun Tahun Tahun 23;‘;‘}; 2:;2‘::: Tahun Tahun
2022 2023 2024 2025 3) 2) 2023 (n-1) | 2024 (n)
1 2 3 4 5 6 7 9 9 11 12 13
1 Indeks IPKD 0 (43-47) (47-52) | (52-57) | 40-43 68.82 (43-47) | (47-52)
Derajat Desentralisasi
. 0 14.88 15.53 16.09 14.54 14,35 14.88 15.53
2 | Fiskal (DDF)
Persentase Dokumen
3 Keuangan yang disusun 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
tepat waktu
4 | Akses Publik terhadap 0 100%  100% | 100% | 100% 100% 100% 100%
informasi keuangan daerah
5 | Persentase aset tanah Kota 0 19,01% 22,51% | 26,01% | 15,51% | 27,01% | 19,01% |22,51%
yang bersertifikat
Persentase perangkat
g |daerahyang 0 100%  100% | 100% | 100% 100% 100% 100%
menatausahakan asset
sesuai dengan SAP
7 | Indeks Kepuasan 100% | 100%  100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Masyarakat (IKM)
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2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Untuk menjalankan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar mempunyai tugas pokok dan fungsi.Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah membantu Wali Kota

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Selain itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai

berikut :

1.

Pengelolaan Keuangan daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban keunangan lingkup
APBD yang mencakup pendapatan dan/atau penerimaan, pengeluaran serta pembiayaan
dacrah;

Pengelolaan kas non anggaran yang mencakup penerimaan dan pegeluaran kas yang tidak
memoengaruhi anggaran pendapatan,belanja dan pembiayaan pemerintah daerah yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan/atau perjanjian dengan
pihak ketiga menjadi tugas/tanggung jawab badan pengelolaan keuangan dan kekayaan
daerah;

. Pegelolaan kekayaan daerah maupun kekayaan pihak lain dan atau invenstansi yang

dikuasi kepada daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan/pengadaan,
optimalisasi, pelaporan dan pertanggungjawaban;

Manajemen internal Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Asistensi terhadap kepala daerah dalam rangka pembuatan kebijakan dan/atau peraturan
perundang-undangan ditingkat daerah dibidang pengelolaan keuangan dan kekayaan
daerah;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya.

2.4, Permasalahan yang dihadapi BPKPD

Permasalahan yang dijumpai adalah Belum terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Hal tersebut dipengaruhi beberapa
faktor antar lain :

- Masih rendahnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan pada Stake holder maupun

OPD lainnya sehingga terjadi keterlambatan dalam penganggaran maupun pengelolaan

keuangan

. Kapasitas Sumber daya aparatur yang masih terbatas baik kualitas maupun kuantitas.
. Lemahnya penerapan sanksi terhadap wajib pajak seperti surat paksa, sulit untuk

dilaksanakan.
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2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
Pencapaian kinerja sasaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Pematangsiantar RKPD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
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Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kota Pematangslantar

Nama Perangkat Daerah : Badan Peagelola Keuangan Daerah
|
N Rancangan Awal RKPD sesuai dengan Matriks Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024
0 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu il:;:]i;{[;])ﬂr (Rp.
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11
1 BPKFD | Indeks IPKD 4347 BPKFD Indeks [PKD 43.47
BPKPD | Derajat Desentralisasi 14.88 BPKPD Derajat Desentralisasl 14.88
Fiskal {DDF) Fiskal (DDF)
BPKPD | Indeks Kepuasan 100 BPKPD Indeks Kepuasan 100
Masyarakat (IKM) Masyarakat (IKN)
2 | PROGRAM PENGELOLAAN BPKPD | Persentase Capaian 100 4.237.000.000 | PROGRAM PENGELOLAAN BPKPD Persentase Capaian 100 4.237.000.000
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asl|
Daerah
Kegiatan Pengelolaan BPKPD | Cakupan kegiatan 100 4,237.000.000 Kegialan Pengelolaan Pendapatan BPKPD Cakupan kegiatan 100 4,237.000.000
Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan
Pendapatan
Perencanaan Pengelolaan BPKPD | Jumiah Dokumen 7000 40.000.000 Perencanaan Pengelolaan Pajek | BPKPD Jumlah Dokumen 7000 40.000.000
Pajak Daerah Rencana Pengelolaan Daerah Rencana Pengelolaan
Pajak Daerah Pajak Daerah
Analisis dan Pengembangan | BPKPD | Jumiah Dokumen Hasil 4 perwa dan 1 52.000.000 Anafisis dan Pengembangan BPKPD Jumiah Dokumen Hasll 4 perwa dan 1 52,000.000
Pajak Daerah, serta Analisis dan perda tentang Pajak Daerah, serta penyusunan Analisis dan perda tentang
penyusunan kebijakan Pajak Pangembangan Pajak pengembangan kebijakan Pajak Daerah Pengembangan Pajak pengembangan
Daerah Daerah, serta pajak daerah Daerah, serta pajak dasrah
penyusunan kebijakan penyusunan kebijakan
Pajak Daerah Pajak Daerah
Penyuluhan dan BPKPD | Jumlah Laporan 12 kegialan 400.000.000 Penyuluhan dan Penyebarluasan | BPKPD Jumilah Laporan 12 kegiatan 400,000,000
Penyebarluasan kebijakan Pelaksanaan Penyuluhan | sosialisasi, 36 kebljakan Pajak Daerah Pelaksanaan sosialisasi, 36
Pajak Daerah Dan Panyebarluasan balho, 3600 Penyuluhan Dan baliho, 3600
Kebijakan Pajak Daerah tayang ikfan Penyebarluasan tayang iklan
redio 1 aplikasl Kebijakan Pajak Daerah radio 1 aplkasi
upgrade smart upgrade smart
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Penyediaan Sarana dan BPKPD | Jumiah Sarana dan PBB dan 352.000.000 Penyediaan Sarana dan BFKFD Jumlah Sarana dan PBB dan 352,000,000
Prasarana Pengelolaan Pajak Prasarana Pengelolaan BPTHTB Prasarana Pengelolaan Pajak Prasarana Pengelofaan BPTHTE
Daerah Pajak Daerah BPHTS, Daerah Pajak Daergh BPHTB,
Sosialisast Sosialisasi
penggunaan penggunaan
Aplikas Aplikasi
terintegrasi terintegrasi
smart smart
Pengslolahan, Pemeliharaan | BPKPD | Jumlah Laporan Hasil 7000 1.610.000.000 Pengelolahan, Pemeliharaan dan | BPKFPD Jumlah Laporan Hasil 7000 1.610.000.000
dan Pelaporan Basis Data Pengelolahan, Pelaporan Basis Data Pajak Pengelolahan,
Pajak Baerah Pemeliharaan dan Daerah Pemefiharaan dan
Pelaporan Basis Data Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah Pajak Dzerah
Penilaian Pajak Bumi dan BPKPD | Jumla Objek Pajak Yang 7000 302.000.000 Penilaian Pajak Bumi dan BPKFD Jumla Objek Pajak Yang 7000 302.000.000
Bangunan Pedesaan dan Disesuaikan NJOP nya Bangunan Pedesaan dan Disesuaikan NJOP nya
Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perkotaan (PBBP2) serfa Bea
Parolehan Hak atas Tanah Perolehan Hak atas Tanah dan
dan Bangunan (BPHTB) Bangunan (BPHTB)
Penstapan Wajib Pajak BPKPD | Jumlah Dokumen - 100 151.000.000 Penetapan Wailh Pajak Daerah BPKFD Jumiah Dokumen 100 151.000.000
Daerah Ketetapan Pajak daerah Ketetapan Pajak daerah
Pelayanan dan Konsultasi BPKPD | Jumlah Layanan dan 7.821 1.005.000.000 Pelayanan dan Konsultasi Pajak | BPKPD Jumlah Layanzn dan 7.821 1.005,000.000
Pajak Daerah Konsultasi Pajak SPTPD( Surat Daerah Konsultasi Pajak SPTPD( Surat
Pamberitahuan Pemberitahuan
Pajak Daerah) Pajak Dasrah)
7063 7063
SSPD( Surat SSPD( Surat
Setaran) Setoran)
Peneltian dan Verifikasi Data | BPKPD | Jumiah Data Pelaporan 7000 110.000.000 Penelitian dan Verifikasi Data BPKPD Jumlah Data Pslaporan 7000 110,000.000
Pelaporan pajak Daerah Pajak Daerah yang Telah Pelaporan pajak Daerah Pajak Daerah yang
Dilakukan Peneliian dan Telah Diakukan
Verifikasi Penelitian dan Verifikasi
Penagihan Pajak Daerah BPKPD | Jumiah Dokumen Hasit 32 Milyar 107.000.000 Penagihan Pajak Daerah BPKPD Jumlah Dokumen Hasil 32 Milyar 107.000.000
Pelaksanaan Penagihan Pelaksanaan Penagihan
Pajak Daerah Pajak Daerah
Pengandalian, Pemeriksaan BPKPD | Jumish Dokumen Hasil 90 WP 108.000.000 Pengendalian, Pemeriksaan dan | BPKPD Jumlah Dokumen Hasil S0 WP 108.000.000
dan Pengawasan Pajak pemeriksaan Serta Terperiksa, Pengawasan Pajak Daerah pemeriksaan Serta Terperiksa, 1000
Daerah Pengendalian dan 1000 rekla Pengendalian dan rekla

Pengawasan Pajak
Dagrah

Pengawasan Pajak
Daerah
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BPKPD | Persentase asettanah 19,01 BFKPD Persentase asef tanah 18,01
Kota yang bersertifikat Kota yang hersertifikat
BPKPD | Persentase perangkat 100 BPKPD Persentase perangkat 100
daerah yang daerah yang
menatausahakan aset menatausahakan aset
. sesuai dengan SAP sesual dengan SAP
PROGRAM PENGELOLAAN BPKPD | Persentase perangkat 100 2.396.000,000 | PROGRAN PENGELOLAAN BARANG BPKPD Persentase perangkat 100 2.396.000.000
BARANG MILIK DAERAH daerah yang MILIK DAERAH daerah yang
menatausahakan asset menatausahakan asset
s¢suai dengan SAP sesuai dengan SAP
Kegiatan Pengelolaan Barang BPKPD | Cakupan Pengelolaan 100 2.396.000.000 Kegiatan Pengelolaan Barang Milk BPKPD Cakupan Pengelolaan 100 2.396.000.000
Mitik Daerah BMD Daerah BMD
Penyusunan Sfandar Harga BPKPD | Jumlah strandar Harga 1 420.000.000 Penyusunan Standar Harga BPKTD Jumiah strandar Harga 1 420.000.000
Yang Disusun Yang Disusun
Penyusunan Standar Barang  { BPKPD | Jumlah Standar Barang 1 420,000.000 Penyusunan Standar Barang BPKPD Jumilsh Standar Barang 1 420.000.000
Milik Daerah Dan Standar Milik Dagrah Dan Standar Miflk Daerah Dan Standar Milik Daerah Dan
Kebutuhan Barag Milik Kebutuhan Barag Milik Kebutuhan Barag Milik Daerah Standar Kebufuhan
Daerah Daerah Barag Milik Daerah
Penyusunan Perencanaan BPKPD { Jumiah Rencana 33,28UPB §8.000.000 Penyusunan Perencanaan BPKPD Jumiah Rencana 33,28 UPB 88.000.000
Kebutuhan Barang Milik Kebutuhan Barang Milik Puskesmas Kebutuhan Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang Milik Puskesmas
Dasrah Daerah Daerah
Pengamanan Barang Milik BPKPD | Jumlah Laporan Hasil 10 251.000.000 Pengamanan Barang Milik BPKPD Jumlzh Laporan Hasil 10 251.000.000
daerah Pengamanan Barang daerah Pengamanan Barang
Milik daerah Milik daerah
Penilaian Barang miiik Daerah | BPKPD | Jumlah laporan Hasil 2 422,000,000 Penilaian Barang milik Daerah BPKPD Jurniah laporan Hasil 2 422.000.000
Penilalan Barang Milik Penilgian Barang Milik
Daerah Dan Hasil Daerah Dan Hasll
Koordinasi Penilatan Koordinasi Penilaian
Barang Milik Daerah Barang Milik Dasrah
Optimalisasi penggunaan, BPKPD | Jumlah Dokumen Hasl 33,28 UPB 343.000.000 Opfimalisas! penggunaan, BPKPD Jumlah Dokumen Hasil 33,28 UPB 343.000.C00
Pemanfaatan, Pemindahtanga Optimalisasi Puskesmas, 1 Pemanfaatan, Pemindahtanganan Optimalisasi Puskesmas, 1
nan, Pemusnahan, penggunaan, RSU, 134 UPB , Pemusnahan, Penghapusan penggunaan, R3U, 134 UPB
Penghapusan Barang Milik Pemanfaatan, sekolah, 3 SK Barang Milik Dagrah Pemanfaatan, sekolah, 3 SK
Daerah Pemindahtanganan, untuk Pemindahtanganan, untuk
Pemusnahan, penghapusan Pemusnahan, penghapusan
Penghapusan Barang Penghapusan Barang
Milik Daerah Milik Daerah
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Rekonsiliasi Dalam Rangka BPKFD | Jumlah Laporan Hasil 33,28 UPB 122.000.000 Rekonsiliasi Dalam Rangka BPKPD Jumlah Laporan Hasil 33,28 UPB 122.000.000
Penyusunan Laporan Barang Rekonsiliasi Dalam Puskesmas, Penyusunan Laporan Barang Rekonslliasi Dalam Puskesmas,
Milik Daerah Rangka Penyusunan Milik Daerah Rangka Penyusunan
Laporan Barang Milik Laporan Barang Milik
Daerah Daerah
Penyusunan Laporan Berang | BPKPD ! Jumlsh Laporan Barang 1 BMD untuk 330.000.000 Penyusunan Laporan Barang BPKPD Jumlah Leporan Barang 1 BMD untuk 330.000.000
Milik Daerah Milik Daerah Yang LKPD Milik Daerah Milik Daerah Yang LKPD
disusun disusun
BPKPD BPKPD
PROGRAM PENYELESAIAN GANT| | BPKPD | Persentase tanah aset 19,01 19.471.586.427 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI BPKPD Persentase tanah aset 19,01 19.471.586.427
KERUGIAN DAN SANTUNAN pemda yang KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH pemda yang
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN bersertifikat UNTUK PEMBANGUNAN bersertifikat
Kegiatan Penyelesaian Masalah | BPKPD | Cakupan Penyelesaian 100 19.471.586.427 Kegiatan Penyelesaian Masalah BPKPD Cakupan Penyelesaian 100 19.471.586.427
Ganti Keruglan dan Santunan Masalah Ganti Kerugian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Masalah Ganti
Tanah Untuk Pembangunan dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Kerugian dan
oleh Pemerintah Daerah Untuk Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten{Kota Santunan Tanah Untuk
Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah Pembangunan oleh
Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kofa
Koordinasi dan Sinkronisasi BPKPD | Jumlah Keperluan 6 Bidang, 174 19.471.586.427 Koordinas dan Sinkronisasi BPKPD Jumiah Keperluan 6 Bidang, 174 19.471.586.427
Penyelesaian Mesalah Ganfi gedung/kantor Pemko Sertifikat, 300 Penyelesaian Masalah Ganti gedung/kantor Pemko Sertifikat, 300
Kerugian dan Santunan Pematang Slantar, Jalan Kerugian dan Santunan Tanah Pematang Stantar, Jalan
Tanah untuk Pembangunan Jumleh Sertifikat Tanzh untuk Pembangunan oleh Jumlah Sertifikat Tanah
oleh Pemerintah Daerah milik Pemko Pemerintah Daerah milik Pemko
Kaabupaaien/Kota Kaabupaaten/Kota
BPKPD | Persentase Dokumen 100 BPKPD Persentase Dokumen 100
Keuangan yang Keuangan yang
disusun tepat waktu disusun tepat waktu
sesuai dengan Standar sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah Akuntansi Pemerintah
BPKPD | Presentase dokumen 100 BPKPD Presentase dokumen 100
yang dipublikasikan yang dipublikasikan
terhadap informasi terhadap informasi
keuangan daerah keuangan daerah
PROGRAM PENGELCLAAN BEKPD | Rasio anggaran sisa 95 36.643.594.421 | PROGRANM PENGELOLAAN KEUANGAN | BPKPD Raglo anggaran sisa 9,5 36.643.594.421
KEUANGAN DAERAH terhadap total belanja DAERAH ferhadap total belanja
dalam APBD tahun dalam APBD tahun
sebelumnya sebelumnya
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Koordinasi dan Penyusunan BPKPD | Cakupan Koordinasi 100 1.861.706.579 Koordinasi dan Penyusunan BPKFPD Cakupen Koordinasi 100 1.861.706.578
Rencana Anggaran Daerah dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dan Penyusunan
Rencana Anggaran Rencana Anggaran
Dagrah Daerah
Koordinasi dan Penyusunan BPKPD | Jumiah Dokumen KUA 2 225698,152 Koordinasi dan Penyusunan KUA | BPKPD Jumlah Dokumen KUA 2 226.698.152
KUA dan PPAS dan PPAS Yang Disusun dan PPAS dan PPAS Yang Disusun
Koordinasi dan Penyusunan BPKPD | Jumiah Dokumen 2 160.000.000 Koordinasi dan Penyusunan BPKPD Jumlah Dokumen 2 160.000.000
Peruhahan KUA dan PPAS Perubahan KUA dan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan KUA dan
PPAS Yang Disusun PPAS Yang Disusun
Koordinasi Penyusunan dan BPKPD | Jumiah RKA SKPD yang 33 34.000.000 Koordinasi Penyusunan dan BPKPD Jumlah RKA SKPD yang 33 34.000.000
Verifikasi RKA SKPD di verifikasi Verifikasi RKA SKPD di verifikasi
Kooordinasi penyusunandan | BPKPD | Jumish Perubahaan 33 34.000.000 Kooordinasi penyusunan dan BPKPD Jumiah Perubahaan 33pP 34.000.000
Verifikasi Perubahan RKA- RKA-SKPD yang Verifikasi Perubahan RKA-SKPD RKA-SKPD yang
SKPD diverifikasi diverifikasi
Koordinasi, Penyusunan dan | BPKPD | Jumiah DPA-SKPD yang 33 13.000.000 Koordinasi, Penyusunan dan BPKPD Jumlah DPA-SKPD yang 33 13.000.000
Verifikagi DPA-SKPD Diverifikast Verifikasi DPA-SKPD Diverifikasi
Koordinasi, Penyusunan dan BPKPD | Jumiah Perubahan DPA- 33 13.000.000 Koordinasi, Penyusunan dan BPKPD Jumlah Perubahan DPA- 33 13.000.000
Verifikasi Pesubahzan DPA- SKPD yang Diverifikasi Verifikasi Perubahaan DPA- SKPD yang Diverifikasi
SKFD SKPD
Koordinasi dan Penyusunan BPKPD | Jumiah Peraturan Daerah 1 419,779.710 Koordinasi dan Penyusunan BPKPD Jumlah Peraturan 1 418.779.7110
Peraturan Daerah tentang tentang AFBD dan Peraturan Daerah tentang APBD Daerah fentang APBD
APBD dan Peraturan Kepala Peraturan Kepala Dagrah dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran tentang Penjabaran tentang Penjabaran APBD Daerah tentang
AFED APBD Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan BPKPD | Jumizh Peraturan Daersh 1 740.575.597 Koordinasi dan Penyusunan BPKPD Jumlah Peraturan 1 740.575.597
Peraturan Daerah tentang tentang Perubahan APBD Peraturan Daerah tentang Daerah tentang
Perubahan APBD dan dan Peraturan Kepala Perubahan APBD dan Peraturan Perubahan APBD dan
Perafuran Kepala Daerah Daerah tentang Kepala Daerah tentang Peraturan Kepala
tenlang Penjabaran Penjabaran Perubahan Penjabaran Perubahaan APBD Daerah tentang
Perubahaan APBD APBD Penjabaran Perubahan
APBD
Koordinasi dan PenyusLinan BPKPD | Jumlah Dokumen 12 221.653.120 Koordinasi dan Penyusunan BPKPD Jumlah Dokumen 12 221.653.120
Regulasi serta Kebijakan Regulasi serta Kebijakan Regulasi serta Kebijakan Bidang Regulasi serta Kebijakan
Bidang Anggaran Bidang Anggaran Anggaran Bidang Anggaran
Koordinasi dan Pengelclaan BPKPD | Cakupan Koordinasi 100 1.406.887.842 Koordinas! dan Pengelelaan BPKPD Cakupan Koordinasi 100 1.406.887.842

Perbandaharaan Daerah

dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

Perbendaharaan Daerah

dan Pengelclaan
Perbendaharaan
Daarah
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Koordinasi dan pangelolaan BPKFD | Jumlah Dokumen Hasil 10000 368.367.842 Keordinasi dan pengelolaan Kas | BPKPD Jumlah Dokumen Hastl 10000 368.387.842
Kas Daerah Koordinasi dn Daerah Koordinasi dn
Pengelolaan kas Dasrah Pengelolaan kas Dagrah
Penyiapan, Pelaksanaan BPKPD | Jumlah Dokumen Hasil 4 192.000.000 Penyiapan, Pelaksanaan BPKFD Jumlah Dokumen Hasil 4 192.000.000
Pengendalian dan Penerbitan Pengendalian dan Pengendalian dan Penerbitan Pengendalian dan
Anggaran kas dan SPD Penerbitan Anggaran Kas Anggaran kas dan SPD Penerbitan Anggaran
dan SPD Kas dan SPD
Koordinasi, fasilitasi, BPKPD | Jurnlah Dokumen Hasil 124 52.500.000 Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, BPKPD Jumiah Dokumen Hasil 124 §2.500.000
Asistensi, Sinkronisasi, Koordinasi, fasilitasi, Sinkronisasi, Supervisi, Koordinasi, fasilitasi,
Supervisi, Monitoring, dan Asistensi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Asistensi, Sinkronisasi,
Evaluasi Pengelolaan Dana Supervisi, Monitoring, Pengelotaan Dana Perimbangan Supervisi, Monitoring,
Perimbangan dan Dana dan Evaluasi dan Dana Transfer Lainnya dan Evaluasi
Transfer Lainnya Pengelclaan Dana Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya Transfer Lainnya
Keordinasi, Pelaksanaan BPKPD | Jumlah Dokuman Hasil 1 200.000.000 Koordinasi, Pelaksanaan BPKPD Jumlah Ookumen Hasil 1 200.000.000

Kerjasama dan Pemantauan
Transaks! Non Tunai dengan
L.embaga Keuangan Bank dan
Lembaga Keuangan Bukan
Bank

Koordinasi, Pelaksanaan
Kerjasama dan
Pemantauan Transaks!
Non Tunai dengan
Lembaga Keuangan
Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank

Ketjasama dan Pemantauan
Transaksi Non Tunai dengan
Lembaga Keuangan Bank dan
Lembaga Keuangan Bukan Bank

Koordinast, Pelaksanaan
Kerjasama dan
Pemantauan Transaksi
Non Tunai dengan
Lembaga Keuangan
Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank
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Koordinasi dan Penyusunan BPKPD | Jumlah Laporan Realisasi 12 200.000.000 Koordinasi dan Penyusunan BPKPD Jum!ah Laporan 12 200.000.000
Laporan Realisasi Penerimaan dan Laporan Realisasi Penerimaan Realisasi Penerimaan
Penerimaan Dan Pengeluaran Pengeluaran Kas Daerah, Dan Pengeluaren Kas Daerah, dan Pengeluaran Kas
Kas Daerah, Laporan Aliran Laporan Alfran Kas, dan Laporan Aliran Kas, dan Daerah, Laporan Aliran
Kas, dan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pemungutan/ Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/ Pemotongan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Pemungutan/
dan Penyetoran Perhitungan Pemotongan dan Perhitungan Fihak Ketiga(PFK) Pemotongan dan
Fihak Ketiga(PFK) Penysforan Perhitungan Penystoran Perhitungan
Fihak Ketiga{PFK) dan Fihak Ketiga(PFK) dan
Laporan Hasil Keordinasi Laporan Hasil
Dalam Rangka Koordinasi Dalam
Penyusunan Laporan Rangka Penyusunan
Realisasi Penerimaan Laporan Realisasi
dan Pengeluaran Kas Penerimaan dan
Daerah, Laporan Afiran Pengeluaran Kas
Kas, dan Pelaksanaan Daerah, Laporan Aliran
Pemungutan/ Kas, dan Pelaksanaan
Pemotongan dan Pemungutan/
Penyetoran Perhitungan Pemotongan dan
Perhitungan Fihak Penyetoran Perhitungan
Ketiga(PFK) Perhitungan Fihak
Keflga(PFK)
Rekonsilasi Data Penerimaan | BEKPD | Jjumlah Dckumen Hasil 12 292.000.000 Rekonsilast Data Penerimaan BPKFD Jumlah Dekumen Hasil 12 282.000.000
dan Pengeluaran Kas Serta Rekonsilasi Data dan Pengeluaran Kas Serta Rekonsilasi Data
Pemungutan dan Penerimaan dan Pemungutan dan Pemotongan Penerimaan dan
Pemotongan Atas SP2D Pengeluaran Kas Serta Atas SP2D dengan [nstansi Pengeluaran Kas Serta
dengan Instansi Terkait Pemungutan dan Terkait Pemungutan dan
Pemoatongan Atas SP2D Pemotongan Atas 8P2D
dengan Instansi Terkait dengan Instansi Terkait
Pembinaan Penatauhasahan | BPKPD | Jumlah Orang yang 90 102.000.000 Pembinaan Penatauhasahan BPKFD Jumlah Orang yang 80 102.000.000
Keuangan Pemerintah Mengikuti Pembinaan Keuangan Pemerintah Mengikuti Pembinaan
Kabupaten/ Kota Penatausahaan Kabupaten/ Kota Penatausahaan
Keuangan Pemerintah Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Pelaksanaan BFKPD | Cakupan Keordinasi dan 100 1.275.000.000 Koordinasi dan Pelaksanaan BPKPD Cakupan Koordinasi dan 100 1.275.000.000
Akuntansi dan Pelaporan Pelaksanaan Akuntansi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pelaksanaan Akuntansi

Keuangan Daerah

dan Pefaparan Keuangan
Daerah

Daerah

dan Pelaparan
Keuangan Daerah
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Rekonsiliasi dan Verifikasi BPKPD | Jumlah Dekumen Hasil KX] 321,000,000 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, BPKPD Jumlah Dokumen Hasil 33 321.000.000
Aset, Kewajiban, Ekuitas, Rekonsiliasi dan Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Rekonsiliasi dan Aset,
Pendapatan, Belanja, Kewajiban, Belanja, Psmbiayaan, Kewsjiban,
Pembiayaan, Pendapatan-LO Ekuitas,Pendapatan, Pendapatan-LO dan Beban Ekuitas,Pendapatan,
dan Beban Belanja, Pemblayaan, Belanja, Pembiayaan,

Pendapatan LO, dan Pendapatan LO, dan

Beban Beban
Keordinasi Penyusunan BPKPD | Jumiah Laporan 3 146.000.000 Koordinasi Penyusunan Laporan | BPKPD Jumlah Laporan 3 146.000.000
Laporan Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD an, Pelaksanaan APBD an, Pelaksanaan APBD an, Triwulan Pelaksanaan APBD an,
Triwulan dan Ssmesteran Triwulan dan dan Semesteran Triwulan dan

Semesteran Semesteran
Konselidasi Laporan BPKPD | Jumlah Laporan i 368.000.000 Konsolidasi Lapcran Keuangan BPFKPD Jumiah Laporan 1 368.000.000
Keuangan SKFD, BLUD dan Keuwangan SKPD, BLUD SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan SKPD, BLUD
Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Kevangan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dan

Terkonsolidasi Terkonsolidasi
Koordinasi dan Penyusunan BPKPD | Jumlah Rancangan 2 200,000,000 Koordinasi dan Penyusunan BPKPD Jumlah Rancangan 2 200.000.000
Rancangan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Peraturan Daerah
Tentang Pertanggung Tentang Pertanggung Tentang Partanggung jawaban Tentang Pertanggung
jawaban Pelaksanaan APBD jawaban Pslaksanaan Pelaksanaan APBD jawaban Pelaksanaan
Kabupate/Kota dan APBD Kabupaten/Kola Kabupate/Kota tdan Rancangan APBD Kabupatenfota
Rancangan Peraturan Kepala dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan
Daerah Tentang Penjabaran Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Peraturan Kepala
Pertanggungjawaban Tentang Penjabaran Peranggungjawaban Daerah Tentang
Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penjabaran
Kabupaten/kota Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota Pertanggungjawaban

Kabupaten/kola Pelaksanaan APBD

Kabupaten/kota

Penyusunan Kebijakan dan BPKPD | Jumiah Kebijakan dan 2 120.000.000 Penyusunan Kebijakan dan BPKPD Jumlah Kebijakan dan 2 120.000.000
Panduan Teknis Oprasional Panduan Teknis Panduan Teknis Oprasional Panduan Teknis
Penyalenggaraan Akuntansi Oprasional Penyelenggaraan Akuntansi Oprasional
Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Dasrah Penyelenggaraan

Akuntansi Pemerintah
Dagrah
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Pembinaan Akuntansi BPKPD | Jumlgh Orang Yang 80 126.000.000 Pembinaan Akuntansi Pelaporan | BPKPD Jumiah Crang Yang 80 120.000.000
Palaporan dan Mengikuti Pembinaan dan Pertanggungjawaban Mengikutl Pembinaan
Pertanggungjawaban Akuntansi Pelaporan dan Pemerintah Kabupatean/Kota Akuntansf Pelaporan
Pemerintah Kabupatean/Kota Pertanggungjawaban dan
Pemerintah Pertanggungjawaban
Kabupaten/Kota Pemerintah
KabupateniKota
Penunjang Urusan Kewenangan | BPKPD | Cakupan Urusan 100 32.100,000.000 Penunjang Urusan Kewenangan BPKPD Cakupan Urusan 100 32.100.000.600
Pengelolaan Keuangan Daerah Kewenangan Pengelelaan Keuangan Daerah Kewenangan
Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan
Daerah Dagrah
Pengelolaan Dana Darurat BPKPD | Jumish laporan hasil 1 32.100,000.000 Pengelolaan Dana Darurat dan BPKPD Jumlah laporan hasil 1 32.100.000.000
dan Mendesak pengelolaan dana darurat Mendesak pengelolaan dana
dan mendesak darurat dan mendesak
PROGRAM PENUNJANG URUSAN BPKPD | Nilai AKIP Perangkat cc £6.102.970.613 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN BPKPD Nilal AKIP Perangkat cc $6.102.970.613
PEMERINTAHAN DAERAH Daerah PEMERINTAHAN DAERAH Daerah
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran BPKFPD | Capaian Kinerja 100 22.000.000 Perencanaan, Penganggaran dan BPKPD Capaian Kinerja 100 22.000.000
dan evaluasl Kinerja Perangkat Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan dan
Daerah Evaluasi Perangkat Evaluasi Perangkat
Daerah Daerah
Penyusunan Dokumen BPKPD | Jumiah Dokemen 5 22.000.000 Penyusunan Dokumen BPKPD Jumlah Dokumen 5 22.000.000
Perencanaan Perangkat Perencenaan dan Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan dan
Daerah Laporan Kinerja OPD Laporan Kinerja OPD
Administrasi Keuangan BPKPD | Capaian Kinerja 100 59.443.276.213 Administrasi Keuangan Perangkat BPKFD Capalan Kinerja 100 59.443.276.213
Perangkat Daerah Pengelolaan Daerah Pengelolaan
Adminsitrasi Keuangan Adminsitrasi
Keuangan
Penyediaan Gsji dan BPKPD | Jurnlgh gaji dan 12 57.492.501.503 Penyediaan Gaji dan Tunjangan | BPKPD Jumiah gajf dan 12 57.492.501.503
Tunjangan ASN tunjangan aparatur PNS ASN tunjangan aparatur PNS
yang dibayarkan _yang dibayarken
Penyediaan Administrasi BPKPD | Jumlah tugas 12 1.610.774.710 Penyediaan Administrasi BPKPD Jumlah tugas 12 1.610.774.710
Pelaksanaaan Tugas ASN administrasi tambahan Pelaksanazan Tugas ASN administrasi tambahan
yang dibayar yang dibayar
Pelaksanaan Penatausahaan | BPKPD | Jumlah SPP/SPM yang 830 200.000.C00 Pelaksanaan Penatausahean dan | BPKPD Jumlah SPP/SPM yang 830 200.000.000
dan Pengujian/Verifikasi diverifikasi Penguijian/Verifikasi Keuangan diverifikasi
Keuangan SKPD SKPD
Pengslolaan dan BFKPD | Jumlah Dokumen untuk 2 140.000.000 Pengelolgan dan Penyimpanan BPKPD Jumlah Dokumen untuk 2 140.000.000
Penyimpanan bahan Tindak Lanjut Temuan bahan Tanggapan Pemeriksaan Tindak Lanjut Temuan
Tanggapan Pemeriksaan BPK BPK
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Administrasi Umum Perangkat BPKPD 3,580.000.000 Administrasi Umum Perangkat BPKPD 3.580.000,000
Daerah Daerah
Penyediaan Peralatan dan BPKPD | Jumigh Peralatan dan 12 1.300.000.000 Penyediaan Peralatan dan BPKPD Jumlah Peralatan dan 12 1.300.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan kantor
yang Disediakan yang Disediakan
Penyedizan Peralatan Rumah | BPKPD | Jumlsh Peralatan Rumah 12 80.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah BPKFD Jumiah Peralatan 12 80.000.000
Tangga Tangga Yang Disediakan Tangga Rumah Tangga Yang
Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik BPKPD | Jumlah Bahan Logistik 12 80.000.000 Penyediaan Bahan Logistik BPKPD Jumlah Bahan Logistik 12 80.000.000
Kantor Kantor yang Disediakan Kantor Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak BPKPD | Jumizh Cetakan dan 13 1,500.000.000 Penyediaan Barang Cetak Dan BPKPD Jumlah Cetakan dan 13 1.500.000.000
Ban Penggandaan Penggandaan yang Penggandaan Penggandaan yang
Disediakan Disediakan
Penyelenggaraan Rapat BPKPD | Jumlsh Rapat Koordinasi 530 420.000.0C0 Penyelenggaraan Rapat BPKPD Jumlah Rapat 530 420,000.000
Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan
SKPD Konsultasi
Penatausahaan Arsip Dinamis | BPKPD | Jumtah dokumen arsip 4 200.000.0G0 Penatausahaan Arsip Dinamis BPKFD Jumlah dokumen arsip 4 200.000.000
pada SKPD yang dikelola pada SKPD yang dikelola
Penyediaan Jasa Penunjang BPKPD 1.870.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | BPKPD 1.870.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyedizan jasa Komunikasi, | BPKPD | Jumlah Jasa Yang 8 600.000.000 Penyediaan jasa Komunikasi, BPKPD Jumlzh Jasa Yang 8 600.000.000
sumber daya air dan Listrik Dibayarkan Setiap Nya sumber daya air dan Listrik Dibayarkan Sefiap Nya
Penyediaan Jasa Pelayanan | BPKPD | Jumfah Pelayanan jasa 12 1.270.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan BPKPD Jumlah Pelayanan jasa 12 1.270.000.000
Umum Kanter yang Dibayarkan Setiap Umum Kantor yang Dibayarkan Setiap
Pemeliharaan Barang Milik BPKTD 1.187.694.400 Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPKPD 1.187.694.400
Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Daerah
Penyediaan Jasa BPKPD | Jumiah Kendaraan dinas | 8 unitroda 4, 40 555.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | BPKPD Jumlah Kendaraan dinas | 8 unit roda 4, 40 555.000.000
Pameliharaan, Biaya roda 4 dan roda 2 unit roda 2 Biaya Pemeliharaan dan Pajak roda 4 dan roda 2 unit roda 2
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Pameliharaan Peralatan dan | BPKPD | Jumiah Peralatan dan 12 174.500.000 Pemaliharaan Paralatan dan BPKFD Jumlah Peralatan dan 12 174.500.000
Mesin Lain Nya Mesin Lainnya Yang Mesin Lain Nya Mesin Lainnya Yang
terpslihara terpelihara
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Pemeliharaan/Rehabilitasi BPKPD | Jumizh Peralatan dan 458,194,400 Pemeliharaan/Rehabiitasi BPKPD Jumiah Peralatan dan 458,194.400
Gedung Kntor Dan Bangunan Mesin Lainnya Yang Gedung Kntor Dan Bangunan Mesin Lainnya Yang
Lainnya terpelihara Lainnya terpelihara
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2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Penelahaan untuk Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan dari kelompok
masyarakat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tidak ada

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022
- Kota Pematangsiantar
Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah
No Program/Kegiatan Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan

1 2 3 4 5 6

1 - - - -

2

3

4

5




BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan

dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang

tertuang dalam RPJMN. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan daerah Kota Pematangsiantar yang mengacu pada Kebijakan Nasional adalah

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

dengan kegiatan Pengadaan dan Persertifikatan Tanah yang bertujuan untuk

kepentingan publik/umum.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan sejalan dengan

misi organisasi serta menjadi pedoman untuk perumusan strategi. Adapun tujuan

yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota

Pematangsiantar, adalah :

Meningkatkan penerimaan daerah yang berkelanjutan.

b.  Menata proporsi anggaran yang efektif, efesien, akuntabel serta transparan guna
menunjang pembangunan ekonomi daerah.

¢. Meningkatkan aplikasi sistem dan prosedur administrasi pengelolaan keuangan
dan aset daerah sesuai dengan kebutuhan.

d. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur serta keandalan kualitas
sarana dan prasaran tugas.

e. Melaksanakan akuntabilitas pengelolaan aset daerah serta terlaksananya
pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan Aset Daerah

2. Sasaran

Untuk menunjang Renja OPD sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Kota

Pematangsiantar yang menitikberatkan arah pembangunan kepada potensi, sistem

dan pengawasan serta kebijakan wuntuk meningkatkan seluruh Pendapatan,

Pengelolaan dan Aset Daecrah, maka sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar, adalah :

a.

Mewujudkan realisasi penerimaan daerah sesuai target APBD serta peningkatan

yang berkelanjutan yang didukung dengan kelengkapan payung hukum

Pengelolaan penerimaan daerah,
Terciptanya kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
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Tersedianya Aplikasi Sistem dan Prosedur Administrasi Pengelolaan Keuangan
Daerah sesuai dengan kebutuhan.

Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur serta keandalan kualitas
sarana dan prasaran tugas.

Terwujudnya proporsi anggaran yang efektif, efesien, akuntabel serta transparan
guna menunjang pembangunan ekonomi daerah.

Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah serta terlaksananya

pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan Aset Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan

I.
2.

Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pencapaian target penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Pematangsiantar.

Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

Terpenuhinya Standar Pelayan Publik dalam penyedian dan pemberian
pelayanan bagi Wajib Pajak Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Adanya aplikasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan guna terwujudnya
Good Governance.

Pengelolaan anggaran guna pengembangan potensi ekonomi daerah.
Peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya aparatur guna terwujudnya
profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan.

Peningkatan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)
Pemerintah Kota Pematangsiantar.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :
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B. REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM DAN JUNMLAH KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR SUB
SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 5 6 7
Meningkatkan tata Indeks IPKD Indeks IPKD Indeks IPKD Indeks IPKD
kelola  Keuangan, ;
Pendapsatan dan aset
daerah
Derajat Desentralisasl Derajat Derajat Desentralisasi Derajat Desentralisasi Flskal
Figkal (DDF) Desentralisasi Fiskal (DDF) (DDF)
Fiskal (DDF)
Meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
pelayanan kepada Masyarakat ([KM) Masyarakat (IKM) Masyarakat (IKM}) Masyarakat (IKN)
masyarakat (Wajib
Pajak Daerah)
Cakupan Pelayanan PROGRAM Cakupan Pelayanan | Kegiatan Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
Penunjang Urusan PENUNJANG Penunjang Urusan Perencanaan, Perencanaan dan Perencanaan Perangkal Perencanaan dan Laporan
Pemerin-ah Daerah URUSAN Pemerin-ah Daerah | Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Kinerja OPD
PEMERINTAHAN evaluasi Kinerja Daerah
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan Administrast | Capaian Kinerja penyediaan Gaji dan Jumlah gaji dan tunjangan
Keuangan Perangkat Pengelclaan Tunjangan ASN aparatur PNS yang
Daerah Adminsitrasi Keuangan dibayarkan
Penyedizan Administrasi | Jumlah tugas administrasi
Pelaksanaaan Tugas tambahan yang dibayar
ASN
Pelaksanaan Jumlah SPP/SPM yang
Penatausahaan dan diverifikasi
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Pengelolaan dan Jumiah Dokumen untuk
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Penyimpanan bahan
Tanggapan Pemeriksaan

Tindak Lanjut Temuan BPK




Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan kantor yang

§ Disediakan
Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan Rumah
7 | Rumah Tangga Tangga Yang Disediakan
Penyediaan Bahan Jumlah Bahan Logistik Kantor
8 | Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Jumlah Cetakan dan
9 | Cetak Dan Penggandaan | Penggandaan yang
Disediakan
Penyelenggaraan Rapat | Jumlah Rapat Koordinasi dan
10 | Koordinasi dan Konsultasi | Konsultasi
SKPD
Penatausahaan Arsip Jumlah dokumen arsip yang
11| Dinamis pada SKPD dikelola
Penyedizan jasa Jumlah Jasa Yang Dibayarkan
12 | Komunikesi, sumber daya | Setiap Nya
air dan Listrik
Penyediaan Jasa Jumlah Pelayanan jasa yang
I3 | Pelayanan Umum Kantor | Dibayarkan Setiap
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan dinas roda
Pemsliharaan, Biaya 4 danroda 2
1 Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas ateu Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin
15 | dan Mesin Lain Nya Lainnya Yang terpelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Peralatan dan Mesin
16 | Gedung Kntor Dan Lainnya Yang terpelihara
Bangunan Lalnnya
PROGRAM Persentase Capalan | Kegiatan Pengelolaan | Cakupan kegiatan Perencanaan Jumlah Dokumen Rencana
PENGELCLAAN Pendapatan Asli Pendapatan Daerah Pengelolaan Pengelolaan Pajak Pengelolaan Pajak Dasrah
PENDAPATAN DaerahPersentase Pendapatan Daerah
DAERAH Capaian 1
Pendapatan Asli
Daerahnya
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Analisis dan Jumlah Dokumen Hasil
Pengembangan Pajak Analisis dan Pengembangean
2 Daerah, serta Pajak Daerah, serfa
penyusunan kebijakan penyusunan kebijakan Pajak
Pajak Daerah Daerah
Penyuluhan dan Jumlah Laporan Pelaksanaan
Penyebarluasan Penyuluhan Dan
3 | kebijakan Pajak Dasrah Penyebarluasan Kebijakan
Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan Jumiah Sarana dan Prasarana
4 | Prasarana Pengelofaan Pengelolaan Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pengelolahan, Jumlah Laporan Hasil
Pemeliharaan dan Pangelotahan, Pemeliharaan
5 | Pelaporan Basis Data dan Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan | Jumla Objek Pajak Yang
Bangunan Pedesaan dan | Disesuaikan NJOP nya
6 Perkotaan (PBBP2) serta
Bea Perolshan Hak atas
Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
Penetapan Wajib Pajak Jumlah Dokumen Ketetapan
7 ! Daerah Pajak daerah
Pelayanan dan Konsullasi | Jumlah Layanan dan
8 Pajak Dasrah Konsultasi Pajak
Penglitian dan Verifikasi Jumlah Data Pelaporan Pajak
g | Dala Pelaporan pajak Daerah yang Telah Difakukan
Daerah Penelitian dan Verifikasi
Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil
10 Pelaksanaan Penagihan Pajak

Daerah
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Pengendalian,
Pemeriksaan dan

Jumiah Dokumen Hasil
pemeriksaan Serta

11 | Pengawasan Pajak Pengendalian dan
Daerah Pengawasan Pajak Daerah
Meingkatnya tertib Persentase perangkat PROGRAM Persentase Kegiatan Pengelolaan | Cakupan Pengelolaan Penyusunan Standar Jumlah strandar Harga Yang
administrsi daerah yang PENGELOLAAN perangkat daerah Barang Milik Daerah BMD Harga Disusun
pengelolaan dan menatausahakan aset | BARANG MILIK yang 1
pemanfaatan BMD sesual dengan SAP DAERAH menatausahakan
asset sesuai
dengan SAP
Penyusunan Standar Jumlah Standar Barang Milik
5 Barang Milik Daerah Dan | Daerah Dan Standar
Standar Kebutuhan Barag | Kebutuhan Barag Milik Daarah
Milik Daerah
Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan
3 | Perencanaan Kebutuhan | Barang Milik Daerah
Barang Milik Dagrah
Pengamanan Barang Jumlah Laporan Hasil
Milik daerah Pengamanan Barang Milik
s daerah
Penilaizn Barang milik Jumlah laporan Hasil
Daerah Penilaian Barang Milik Dagrah
5 Dan Hasll Koordinasi
Penilaian Barang Milik Dagrah
Cptimalisasi penggunaan, | Jumlah Dokumen Hasil
Pemanfaatan, Optimalisasi penggunaan,
Pemindahtanganan, Pemanfaatan,
6 Pemusnahan, Pemindzhtanganan,
Penghapusan Barang Permusnahan, Penghapusan
Milik Daerah Barang Milik Daerah
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Rekonsiliasi Dalam
Rangka Penyusunan
Laporan Barang Milik
Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Rekonsiliasi Dalam Rangka
Penyusunan Lapcran Barang
Milik Dagrah

Penyusunan Léporan
Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Barang Milik
Daerah Yang disusun

PROGRAM Persentase tanah Kegiatan Penyelesafan | Cakupan Koordinast dan Jumlah Keperluan
PENYELESAIAN aset pemda yang Masalah Gantl Penyelesaian Masalah Sinkronisasi gedung/kantor Pemko
GANTI KERUGIAN | bersertifikat Keruglan dan Ganti Kerugian dan Penyelesaian Masalah Pematang Siantar, Jumlah
DAN SANTUNAN Santunan Tanah Untuk | Santunan Tanah Ganti Kerugian dan Sertifikat Tanah milik Pemko
TANAH UNTUK Pembangunan oleh Untuk Pembangunan Santunan Tanah untuk
PEMBANGUNAN Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pembangunan oleh
Kabupaten/Kota Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kofa Kaabupaaten/Kota
Meningkatnya Persentase Dokumean Persentase Persentase Dokumen Persentase Dokumen
{ransparasi dan Keuangan yang Dokumen Keuangan Keuangan yang Keuangan yang disusun
akuntabilitas disusun tepat waktu yang disusun tepat disusun fepat waktu tepat waktu sesuvai dengan
pengelolaan keuangan sesual dengan Standar waktu sesuai sesuai dengan Standar Akuntansi
daerah Akuntansi Pemerintah dengan Standar Standar Akuntansi Pemerintah
Akuntansi Pemerintah
Pemerintah
Presentase dok yang Presentase dok Presentase dok yang Presentase dok yang
dipublikasikan yang dipublikasikan dipublikasikan dipublikasikan terhadap
terhadap informasi terhadap informasi terhadap infermasi informasi keuangan dzer
keuangan daer keuangan daerah keuangan daerah
Rasio anggaran sisa PROGRAM Rasio anggaran sisa | Keordinasf dan Cakupan Koordinast Koordinasi dan Jumlah Dokumen KUA dan
terhadap total belanja PENGELOLAAN terhadap total Penyusunan Rencana | dan Penyusunan Penyusunan KUA dan PPAS Yang Disusun
dalam APBD tahun KEUANGAN belanja dalam APBD | Anggaran Daerah Rencana Anggaran PPAS
sebelumny a DAERAH tahun sebelumny a Daerah
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Penyusunan Perubahan
KUA dan PPAS

Jumiah Dokumen Perubahan
KUA dan PPAS Yang Disusun




Keordinasi Penyusunan
dan Veriflkasi RKA SKPD

Jumlah RKA SKFD yang di
verifikasi

Kooordinasi penyusunan | Jumlah Perubahaan RKA-
dan Verifikasi Perubahan | SKPD yang diverifikasi
RKA-SKPD

Koordinasi, Penyusunan | Jumlah DPA-SKPD yang
dan Verifikasi DPA-SKPD | Diverifikasi

Koordinasi, Penyusunan | Jumlah Perubahan DPA-
dan Verifikasi SKPD yang Diverifikasi
Perubahaan DPA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan
Daerah tentang APBD
dan Perafuran Kepala
Daerah tentang
Penjabaran APBD

Jumlah Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran APED

Koordinasi dan
Penyusunan Perafuran
Dagrah fentang
Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Pearubahzan APBD

Jumlah Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan APBD

Koordinasi dan
Penyusunan Regulasi
serta Kebijakan Bidang
Anggaran

Jumiah Dokumen Regulasi
serta Kebijakan Bidang
Anggaran

Koordinasi dan
Pengelolaan
Perbendaharaan
Daerah

Cakupan Koordinasi
dan Pengelolaan
Perhendaharaan
Daerah

Koordinasi dan
pengelolaan Kas Dzerah

Jumizh Dokumen Hasil
Koordinasi dn Pengelolaan
kas Daerah

Penyiapan, Pelaksanaan
Pengendalian dan
Penarbitan Anggaran kas
dan SPD

Jumiah Dokumen Hasil
Psngendalian dan Penerhitan
Anggaran Kas dan SPD
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Koordinasi, fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi,
Supeivisi, Mcnitoring, dan
Evaluasi Pengelclazan
Dana Perimbangan dan
Dana Transfer Lainnya

Jumlah Dokursen Hasil
Koordinasi, fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring, dan
Evaluasi Pengelolzan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya

Kocrdinasi, Pelaksanaan
Kerjasama dan
Pemantauan Transaksi
Non Tunai dengan
Lembaga Keuangan Bank
dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Pelaksanaan
Kerjasama dan Pemantauan
Transaksi Non Tunai dengan
Lembaga Keuangan Bank dan
L.embaga Keuangan Bukan
Bank

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan
Dan Pengeluaran Kas
Deaerah, Laporan Aliran
Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/
Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga{PFK)

Jumlah Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran
Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/ Pemotengan
dan Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga(PFK) dan
Laporan Hasil Keordinasi
Dalam Rangka Penyusunan
Laporan Realisasi
Penesimaan dan Pengeluaran
Kas Daarah, Laporan Aliran
Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/ Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan
Perhitungan Fihak
Ketiga(PFK)
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Rekonsilasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Serta
Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP2D
dengan Instansi Terkait

Jumlah Dokumen Hasil
Rekonsitasi Data Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Serta
Pemungutan dan Pemotongan
Atas SP2D dengan Instansi
Terkait

Pembinaan Jumiah Orang yang Mengikuti
Penatauhasahan Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah Keuangan Pemerintah
Kahupaten/ Kota Kabupaten/Kota

Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi dan

Cakupan Keordinasi
dan Pelaksanaan
Akuntansi dan

Rekonsiliasi dan Verifikasi
Aset, Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja,

Jumlah Dokumen Hasil
Rekonsiliasi dan Aset,
Kewajiban,

Pelaporan Keuangan Pelaporan Keuangan Pembiayaan, Ekuitas,Pendapatan, Belanja,
Daerah Daerah Pendapatan-LO dan Pembiayaan, Pendapatan LO,
Beban dan Beban
Koordinasi Penyusunan Jumlah Laporan
Laporan Partanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD an,
Pelaksanaan APBD an, Triwulan dan Semesferan
Triwulan dan
Semesteran

Konsolidasi Laporan
Keuangan SKFD, BLUD
dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Jumizh Laporan Keuangan
SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
dan Terkonsolidasi
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Koordinasi dan
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah
Tentang Pertanggung
jawaban Pelaksanaan
APBD Kabupate/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/kota

Jumlah Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Pertanggurg
jawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran
Perlanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupatenfkota

Penyusunan Kebijakan
dan Panduan Teknis
Oprasional
Penyelenggaraan
Akunfansi Pemerintah
Daerah

Jumlah Kebijakan dan
Panduan Teknis Oprasional
Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah

Pembinaan Akuntansi Jumiah Qrang Yang Mengikuli
Pelaporan dan Pembinaan Akuntansi
Pertanggungjawaban Pelaporan dan

Pemerintah Pertanggungjawaban
Kabupatean/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota

Penunjang Urusan

Cakupan Urusan Kewenangan

Kewenangan Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan Keuangan Daerah

Daerzh

Pengelolaan Dana Jumlah laporan hasil

Darurat dan Mendesak pengelolaan dana darurat dan

mendesak
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¢. Rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD
Tidak ada

d. Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33
sebagai berikut

SR



RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

BADAN PENGELQOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTARKOTA PEMATANGSIANTAR

TAHUN 2024
) Prakira \ - Prakiraan Maju Rencana
' . R::is an. Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023
Urusan/Bidang | Indikator . Capai Capaia Prioritas kelom berangkat
Urusan / Program/ | Target Akhir n
Kode Program / Kegiatan / Pericde an Target _— pok Daerah
Kegiatan / Sub Sub Renstra OFD RENIA RENJA Target Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana | Nasi sasar | Targ Pagu Indlkatif {Rp} Penanggu
Kegiatan Kegiatan oPD OPD 2024 (Rp) onal Daerah an et ng Jawab
Tahun
2022 Tahun
2023
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG | 103.921.837.46 98.712.343.534,00
SIANTAR 1,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 19.666.302.291, 19.862.965.314,00
DASAR 00
1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 19.666.302.291, 19.862.965.314,00
0 00
1|0 PROGRAM % Tanah 33,01% 22,51% 19.666.302.291, 29,5 | 19.862.965.314,00
0|5 PENYELESAIAN aset o0 1%
GANT! pemda
KERUGIAN DAN | yang
SANTUNAN bersertifika
TANAH UNTUK t
PEMBANGUNAN
110 |20 Penyelesaian Cakupan 500Persen 100 Persen | 19.666.302.291, - Meningka | Kota 100P | 19.862.965.314,00
c |5 |1 Masalah Ganti Penyelesai 0o tnya Pema | erse
Kerugian dan an Masalah investasi tang n
Santunan Tanah | Ganti daerah Sianta
untuk Kerugian r
Pembangunan dan
oleh Pemerintah | Santunan

57




Daerah Tanah
Kabupaten/Kota | Untuk
Pembangu
nan oleh
Pemerinta
h Daerah
Kabupaten
/Kota
1|0 | 20| 000 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
0|51 2
Jumlah 174 19,666,202,291, | - Semua DAU Meningka | Kota 19.862.965.314,00 BADAN
Dokumen Dokumen 00 | Kota/Kab, TAMBAHAN tnya Pema PENGELO
Koordinasi Semua DUKUNGAN investasi tang LAAN
dan Kecamatan, PENDANAAN daerah Sianta KEUANGA
Sinkronisas Semua ATAS r N DAN
i Kel/Desa KEBIJAKAN PENDAPA
Penyelesai - Kota PENGGAJIAN TAN
an Masalah Pematangsi PEGAWA! DAERAH
Ganti antar, PEMERINTAH KOTA
Kerugian Semua DENGAN PEMATAN
dan Kecamatan, | PERJANIIAN G
Santunan Semua KERJA SIANTAR
Tanah Kel/Desa
untuk
Pembangu
nan oleh
Pemerinta
h Daerah
Kabupaten
JKota
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 84,255.535.170, 78.849,378.220,00
00
t] KEUANGAN 84.255.535.170, 78.849.378.220,00
2 00
0|0 PROGRAM Capaian BPredikat B Predikat 64.624.600.319, BPre | 67.496.520.364,00
2 |1 PENUNJANG AKIP o0 dikat
URUSAN Perangkat
PEMERINTAHAN | Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KO
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TA
510 |0 |20 Perencanaan, Jumlah 25Jumlah 5 Jumlah 82.820.000,00 Peningkat | Kota Slu 83.648.200,00
211 (1 Penganggaran, Dokumen an Pema | mlah
dan Evaluasi Perencana Pertumb | tang
Kinerja an dan uhan Sianta
Perangkat Laporan Ekonomi | r
Daerah Kinerja Inklusif
OPD Meningka
tnya
kemamp
uan
keuangan
daerah
510 (0 |20] 000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2 (1)1 1
Jumlah 5 22.220.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 22,442.200,00 BADAN
Dokumen Dokumen Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Perencana antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
an Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Perangkat Kecamatan, [ ATAS Ekonomi | r N DAN
Daerah Semua KEBIIAKAN Inklusif PENDAPA
Kel/Desa PENGGAIJIAN Meningka TAN
PEGAWAI tnya DAERAH
PEMERINTAH kemarmnp KOTA
DENGAN uan PEMATAN
PERJANJIAN keuangan G
KERJA daerah SIANTAR
5{0 |0 |20 | 000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
21111 3
Jumlah 33 P 34.340.000,00 | - Kota DAL Peningkat | Kota 34.683.400,00 BADAN
Dokumen Dokumen Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Perubahan antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
RKA-SKPD Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
dan Kecamatan, | ATAS Ekonomi | r N DAN
Laporan Semua KEBLJAKAN Inklusif PENDAPA
Hasil Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
Koordinasi PEGAWAI tnya DAERAH
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Penyusuna PEMERINTAH kemamp KOTA
n Dokumen DENGAN uan PEMATAN
Perubahan PERJANJIAN keuangan G
RKA-SKPD KERJA daerah SIANTAR
0|0 |20 (000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
211 |1 4
Jumlah 33 DPA 13.130.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 13.261.300,00 BADAN
Dokumen Dokumen Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
DPA-SKPD antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
dan Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Laporan Kecamatan, | ATAS Ekonomi | r N DAN
Hasil Semua KEBIAKAN Inklusif PENDAPA
Koordinasi Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
Penyusuna PEGAWAI tnya DAERAH
n Dokumen PEMERINTAH kemamp KOTA
DPA-SKPD DENGAN uan PEMATAN
PERJANJIAN keuangan G
KERJA daerah SIANTAR
0|0 |20 |000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2|11 5
Jumlah 33 13.130.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 13.261.300,00 BADAN
Dokumen Dokumen Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Perubahan antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
DPA-SKPD Semua PENDANAAN uhan Stanta KEUANGA
dan Kecamatan, | ATAS Ekonomi | r N DAN
Laporan Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
Hasil Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
Koordinasi PEGAWAI tnya DAERAH
Penyusuna PEMERINTAH kemamp KOTA
n Dokumen DENGAN uan PEMATAN
Perubahan PERJANJIAN keuangan G
DPA-SKPD KERJA daerah SIANTAR




0|0 |20 Administrasi Capaian 100Persen 100 Persen | 57.037.708.975, Peningkat | Kota 100P | 60.637.086.065,00
21 |2 Keuangan Kinerja 00 an Pema | erse
Perangkat Pengeiolaa Pertumb | tang n
Daerah n uhan Sianta
Adminsitra Ekonomi | r
si Inklusif
Keuangan Meningka
tnhya
kualitas
pelayana
n publik
0|0 |20 |000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2|1 |2 1
Jumlah 12 55.067.426.518, | - Kota DAU Peningkat | Kota 58.648.100.783,00 BADAN
Orang yang Orang/bula 00 ! Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Menerima n antar, DUKUNGAN Pertumb tang LAAN
Gaji dan Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Tunjangan Kecamatan, | ATAS Ekonomi | r N DAN
ASN Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
Kel/Desa PENGGAIIAN Meningka TAN
PEGAWAI tnya DAERAH
PEMERINTAH kualitas KOTA
DENGAN pelayana PEMATAN
PERJANJIAN n publik G
KERJA SIANTAR
0|0 |20 ]|000 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2 (1|2 2
Jumlah 12 1.626.882.457,0 | - Kota DAU Peningkat | Kota 1.643.151,282,00 BADAN
Dokumen Dokumen 0 | Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Hasil antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Penyediaan Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Administra Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
si Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
Pelaksanaa Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
n Tugas PEGAWAI tnya DAERAH
ASN PEMERINTAH kualitas KOTA
DENGAN pelayana PEMATAN
PERJANIJIAN n publik €]
KERJA SIANTAR
0|0 |20 ]|000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
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2 2 3
Jumlah 830 202.000.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 204.020.000,00 BADAN
Dokumen SPP/SPM Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELD
Penatausa Dokumen antar, DUKUNGAN Pertumb tang LAAN
haan dan Semua PENDANAAN vhan Sianta KEUANGA
Pengujian/ Kecamatan, | ATAS Ekonomi | r N DAN
Verifikasi Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
Keuangan Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
SKPD PEGAWAI tnya DAERAH
PEMERINTAH kualitas KOTA
DENGAN pelayana PEMATAN
PERJANIIAN n publik G
KERJA SIANTAR
0 2.0 | 000 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksazn
2 2 6
Jumlah 2 141.400.000,00 | - Kota DAL Peningkat | Kota 141.814.000,00 BADAN
Dokumen Dokumen Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELD
Bahan antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Tanggapan Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Pemeriksaa Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
ndan Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
Tindak Kel/Desa PENGGAIJIAN Meningka TAN
Lanjut PEGAWAI tnya DAERAH
Pemeriksaa PEMERINTAH kualitas KOTA
n DENGAN pelayana PEMATAN
PERJANJIAN n publik G
KERJA SIANTAR
0 2.0 Administrasi Capaian 100persen 100 persen | 3.615.800.000,0 Peningkat | Kota 100p | 3.651.958.000,00
2 [ Umum Kinerja 0 an Pema | erse
Perangkat Pegelolaan Pertumb tang n
Daerah Administra uhan Slanta
si Umum Ekonomi r
Inklusif
Meningka
tnya
investasi
daerah
0 2.0 | 000 Penyediaan Peralatan dan Perlangkapan Kantor
2 6 2
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Jumlah 12 Paket 1.313.000.000,0 | - Kota DAL Peningkat | Kota 1.326.130.000,00 BADAN
Paket 0 { Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Peralatan antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
dan Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Perlengkap Kecamatan, | ATAS Ekonomi | r N DAN
an Kantor Semua KEBLAKAN Inklusif PENDAPA
yang Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
Disediakan PEGAWAI tnya DAERAH
PEMERINTAH investasi KOTA
DENGAN daerah PEMATAN
PERJANIIAN G
KERJA SIANTAR
2.0 | 00O Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6 3
Jumlah 12 Paket 20.800.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 21.608.000,00 BADAN
Paket Pematangsi TAMBAHAN an Pema PENGELD
Peralatan antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Rumah Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Tangga Kecamatan, | ATAS Ekonomi | r N DAN
yang Semua KEBUAKAN Inklusif PENDAPA
Disediakan Kel/Desa PENGGAIIAN Meningka TAN
PEGAWAI tnya DAERAH
PEMERINTAH kualitas KOTA
DENGAN pelayana PEMATAN
PERJANJIAN n publik G
KERJA SIANTAR
2.0 | 000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6 4
Jumtah 12 Paket 80.800.000,00 | - Kota DAU Peningkat ¢ Kota 81.608.000,00 BADAN
Paket Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Bahan antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Logistik Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Kantor Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
yang Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
Disediakan Kel/Desa PENGGAIJIAN Meningka TAN
PEGAWAI tnya DAERAH
PEMERINTAH kualitas KOTA
DENGAN pelayana PEMATAN
PERJANJIAN n publik G
KERJA SIANTAR
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Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

0|0 |20 | 000

2116 5
Jumlah 13 Paket 1.515.000.000,0 | - Kota DAU Peningkat | Kota 1.530.150.000,00 BADAN
Paket 0 | Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Barang antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Cetakan Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
dan Kecamatan, | ATAS Ekonomi | r N DAN
Pengganda Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
an yang Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
Disediakan PEGAWAI tnya DAERAH

PEMERINTAH kualitas KOTA

DENGAN pelayana PEMATAN

PERJANJIAN n publik €]

KERJA SIANTAR
0|0 |201{000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21116 9

Jumlah 530 424.200.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 428.442.000,00 BADAN
Laporan Laporan Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Penyelengg antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
araan Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Rapat Kecamatan, | ATAS Ekonomi |r N DAN
Koordinasi Semua KEBUAKAN Inkiusif PENDAPA
dan Kel/Desa PENGGAIIAN Meningka TAN
Konsultasi PEGAWAI tnya DAERAH
SKPD PEMERINTAH kualitas KOTA

DENGAN pefayana PEMATAN

PERJANJIAN n publik G

KERJA SIANTAR
0 {0 |20}001 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
211 ]8 o]

Jumlah 4 202.000.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 204.020.000,00 BADAN
Dokumen Dokumen Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Penatausa antar, DUKUNGAN Pertumb tang LAAN
haan Arsip Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Dinamis Kecamatan, | ATAS Ekonomi {r N DAN
pada SKPD | Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN

PEGAWAI tnya DAERAH

PEMERINTAH kualitas KOTA

DENGAN pelayana PEMATAN
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PERJANJIAN n publik G
KERJA SIANTAR
0|0 |20 Penyediaan Jasa | Tersediany | 12bulan 12 bulan 1.888.700.000,0 Peningkat | Kota 12bu | 1.907.587.000,00
2 |1 |8 Penunjang alasa 0 an Pema | lan
Urusan Penunjang Pertumb | tang
Pemerintahan Urusan uhan Sianta
Daerah Pemerinta Ekonomi r
han Inklusif
Meningka
tnya
kualitas
pelayana
n publik
0 |0 | 20| 000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2 |118 2
Jumlah 12 Laporan 606.000.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 612.060.000,00 BADAN
Laporan Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Penyediaan antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Jasa Semua PENDANAAN uban Sianta KEUANGA
Komunikasi Kecamatan, | ATAS - Ekonomi r N DAN
, Sumber Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
Daya Air Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
dan Listrik PEGAWAI tnya DAERAH
yang PEMERINTAH kualitas KOTA
Disediakan DENGAN pelayana PEMATAN
PERJANJIAN n publik G
KERJA SIANTAR
0 |0 |20 (000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2|1 |8 4
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Jumlah 12 laporan | 1.282.700.000,0 | - Kota DAU Peningkat | Kota 1.295.527.000,00 BADAN
Laporan 0 [ Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Penyediaan antar, DUKUNGAN Pertumb tang LAAN
Jasa Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Pelayanan Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
Umum Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
Kantor Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
yang PEGAWAI tnya DAERAH
Disediakan PEMERINTAH kualitas KOTA
DENGAN pelayana PEMATAN
PERJANIJIAN n publik G
KERJA SIANTAR
0 2.0 Pemeljharaan Jurnlah 12bulan 12 bulan 1.999.571.344,0 Peningkat | Kota 12by | 1.216.241.095,00
2 9 Barang Milik terpelihara 0 an Pema | lan
Daerah nya Pertumb tang
Penunjang peralatan uhan Sianta
Urusan Barang Ekonomi r
Pemerintahan Milik Inklusif
Daerah Daerah Meningka
tnya
kualitas
pelayana
n publik
0 2.0 | 000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2 9 1
Jumlah 8 unit roda 560.550.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 566.155.500,00 BADAN
Kendaraan 4,40 un Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELQ
Perorangan Unit antar, DUKUNGAN Pertumb tang LAAN
Dinas atau Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Kendaraan Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
Dinas Semua KEBUAKAN Inklusif PENDAPA
Jabatan Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
yang PEGAWAI tnya DAERAH
Dipelihara PEMERINTAH kualitas KOTA
dan DENGAN pelayana PEMATAN
dibayarkan PERJANJIAN n publik G
Pajaknya KERJA SIANTAR
0 2.0 | 000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2 9 6
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Jumlah 12 Unit 176.245.000,00 | - Kota DAU Peningkat ! Kota 178.007.450,00 BADAN
Peralatan Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELD
dan Mesin antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Lainnya Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
yang Kecamatan, | ATAS Ekonomi | r N DAN
Dipelihara Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
Kel/Desa PENGGAIIAN Meningka TAN
PEGAWAI tnya DAERAH
PEMERINTAH kualitas KOTA
DENGAN pelayana PEMATAN
PERJANJIAN n publik G
KERJA SIANTAR
2.0 | 001 Pemeliharaan itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9 0
Jumlah 2 Unit 1.262.776.344,0 | - Kota DAU Peningkat | Kota 472.078.149,00 BADAN
Sarana dan 0 | Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Prasarana antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Gedung Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Kantor Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
atau Semua KEBLUAKAN Inklusif PENDAPA
Bangunan Kel/Desa PENGGAIIAN Meningka TAN
Lainnya PEGAWAI tnya DAERAH
yang PEMERINTAH kualitas KOTA
Dipelihara/ DENGAN pelayana PEMATAN
Direhabilita PERJANJIAN n publik G
si KERJA SIANTAR
PROGRAM Rasio 7,5% 9% 12.931.604.851, 8% 4.586.234.856,00
PENGELOLAAN anggaran 00
KEUANGAN sisa
DAERAH terhadap
total
belanja
dalam
APBD
tahun
sebelumny
a
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0|0 |20 Koordinasi dan Cakupan 500Persen 100 Persen | 1.812.317.889,0 Peningkat | Xota 100P | 1.830.441.068,00
2 (2 |1 Penyusunan Koordinasi 0 an Pema | erse
Rencana dan Pertumb | tang n
Anggaran Penyusuna uhan Sianta
Daerah n Rencana Ekonomi | r
Anggaran Inktusif
Daerah Meningka
tnya
kemamp
uan
keuangan
daerah
0|0 | 20000 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2|2 |1 1
Jumlah 2 227.955.134,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 230.234.685,00 BADAN
Dokumen Dokumen Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
KUA dan antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
PPAS yang Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Disusun Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
Semua KEBLAKAN Inklusif PENDAPA
Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
PEGAWAI tnya DAERAH
PEMERINTAH kemamp KOTA
DENGAN uan PEMATAN
PERJANJIAN keuangan G
KERIA daerah SIANTAR
0|0 |20 | 000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
212 ]1 2
Jumlah 2 161.600.000,00 | - Kota DAL Peningkat | Kota 163.216.000,00 BADAN
Dokumen Dokumen Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Perubahan antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
KUA dan Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Perubahan Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
PPAS yang Semua KEBIAKAN Inktusif PENDAPA
Disusun Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
FEGAWAI tnya DAERAH
PEMERINTAH kemamp KOTA
DENGAN uan PEMATAN
PERJANJIAN keuangan G
KERJA daerah SIANTAR,
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Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

D |0 | 201000
212 (1 3
Jumiah 33 34.340.000,00 | - Kota DAU - Peningkat | Kota 34.683,400,00 BADAN
RKA-SKPD Dokumen Pematangsi | TAMIBAHAN an Pema PENGELD
yang antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Diverifikasi Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Kecamatan, | ATAS Ekonomi | r N DAN
Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
Kel/Desa PENGGAIIAN Meningka TAN
PEGAWAI tnya DAERAH
PEMERINTAH kemamp KOTA
DENGAN uan PEMATAN
PERJANIIAN keuangan G
KERJA daerah SIANTAR
0 (0| 20 000 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
2 |21 7
Jumlah 1 423.977.507,00 | - Kota DAU - Peningkat { Kota 428.217.282,00 BADAN
Peraturan Dokumen Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Daerah antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
tentang Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
APBD dan Kecamatan, | ATAS Ekgnomi r N DAN
Peraturan Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
Kepala Kel/Desa PENGGAIIAN Meningka TAN
Daerah PEGAWA| thya DAERAH
tentang PEMERINTAH kemamp KOTA
Penjabaran DENGAN uan PEMATAN
APBD PERJANJIAN keuangan G
KERJA daerah SIANTAR
0 |0 | 20| 000 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
212 |1 8
Jumlah 1 740.575.597,00 | - Kota DAU - Peningkat | Kota 747.581.353,00 BADAN
Peraturan Dokumen Pematangsi TAMBAHAN an Pema PENGELO
Daerah antar, DUKUNGAN Pertumb tang LAAN
tentang Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Perubahan Kecamatan, | ATAS Ekonomi | r N DAN
APBD dan Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
Peraturan Kel/Desa PENGGAIIAN Meningka TAN
Kepala PEGAWAIL tnya DAERAH
Daerah PEMERINTAH kemamp KOTA
tentang DENGAN van PEMATAN
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Penjabaran PERJANJIAN keuangan G
Perubahan KERJA daerah SIANTAR
APBD
0 000 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
9
Jumlah 12 223.869.651,00 | - Kota DAU - Peningkat | Kota 226.108.348,00 BADAN
Dokumen Dokumen Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Regulasi antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
serta Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Kebijakan Kecamatan, | ATAS Ekonomi |r N DAN
Bidang ) Semua KEBUAKAN Inklusif PENDAPA
Anggaran Kel/Desa PENGGAIIAN Meningka TAN
PEGAWAI tnya DAERAH
PEMERINTAH kemamp KOTA
DENGAN uan PEMATAN
PERJANIJIAN keuangan G
KERJA daerah SIANTAR
Koordinasi dan Cakupan 500Persen 100 Persen | 1.420.956.720,0 - Peningkat | Kota 100P | 1.435.166.288,00
Pengelolaan Koordinasi 0 ‘ an Pema | erse
Perbendaharaan | dan Pertumb | tang n
Daerah Pengelolaa uhan Sianta
n Ekonomi | r
Perbendah Inklusif
araan Meningka
Daerah thya
kemamp
uan
keuangan
daerah
000 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
1
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71

Jumlah 10000 372.071.720,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 375.792.438,00 BADAN
Dokumen Dokumen Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Hasil antar, DUKUNGAN Pertumb tang LAAN
Koordinasi Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
dan Kecamatan, | ATAS Ekenomi r N DAN
Pengelolaa Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
n Kas Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
Daerah PEGAWAI tnya DAERAH
PEMERINTAH kemamp KOTA
DENGAN uan PEMATAN
PERJANJAN keuangan G
KERJA daerah SIANTAR
5/0 |0 | 20 | 00O Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
2 ]2 |2 3
Jumlah 4 193.920.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 195.859.200,00 BADAN
Dokumen Dokumen Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Hasil antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Pengendali Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
andan Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
Penerbitan Semua KEBHAKAN Inklusif PENDAPA
Anggaran Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
Kas dan PEGAWAI tnya DAERAH
SPD PEMERINTAH kemamp KOTA
DENGAN uan PEMATAN
PERJANJIAN kevangan G
KERJA daerah SIANTAR
5/0 |0 (20| 000 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluvasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
2|2 |2 5
Jumlah 124 53.025.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 53.555.250,00 BADAN
Dokumen Dokumen Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Hasil antar, DUKUNGAN Pertumb tang LAAN
Koordinasi, Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
| Fasilitasi, Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
| Asistensi, Samua KEBJAKAN Inklusif PENDAPA
| Sinkronisas Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
i, Supervisi, PEGAWAI tnya DAERAH
Monitoring PEMERINTAH kemamp KOTA
,dan DENGAN uan PEMATAN
Evaluasi PERJANJIAN keuangan G
Pengelolaa KERJA daerah SIANTAR




n Dana
Perimbang
andan
Dana
Transfer
Lainnya
0!20)000 Koordinasl, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
2 {2 6
Jumlah 1 202.000.000,00 | - Kota DAL Peningkat | Kota 204.020.000,00 BADAN
Dokumen Dokumen Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Hasil antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Koordinasi, Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Pelaksanaa Kecamatan, | ATAS Ekcnomi | r N DAN
n Kerja Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
Sama dan Kei/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
Pemantaua PEGAWAI tnya DAERAH
n Transaksi PEMERINTAH kemamp KOTA
Non Tunai DENGAN uan PEMATAN
dengan PERJANJIAN keuangan G
Lemhaga KERJA daerah SIANTAR
Keuangan
Bank dan
Lembaga
Keuangan
Bukan
Bank
0 | 2.0 | Q00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga {PFK)
2 | 2 7
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Jumlah
Laporan
Realisasi
Penerimaa
n dan
Pengeluara
n Kas
Daerah,
Laporan
Aliran Kas,
dan
Pelaksanaa
n
Pemunguta
n/Pemoton
gan dan
Penyetoran
Perhitunga
n Fihak
Ketiga
(PFK) dan
Laporan
Hasil
Koordinast
dalam
rangka
Penyusuna
n laporan
Realisasi
Penerimaa
ndan
Pengeluara
n Kas
Daerah,
Laporan
Aliran Kas,
dan
Pelaksanaa
n
Pernunguta

12 Laporan

202.000.000,00

- Kota
Pematangsi
antar,
Semua
Kecarnatan,
Semua
Kel/Desa

DAU
TAMBAHAN
DUKUNGAN
PENDANAAN
ATAS
KEBIIAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

Peningkat
an
Pertumb
uhan
Ekonomi
Inklusif
Meningka
tnya
kemamp
van
keuangan
daerah

Kota
Pema
tang
Sianta
T

204.020.000,00

BADAN
PENGELO
LAAN
KEUANGA
N DAN
PENDAPA
TAN
DAERAH
KOTA
PEMATAN
G
SIANTAR
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n/Pemoton

gandan
Penyetoran
Perhitunga
n Fihak
Ketiga
(PFK)
2.0 [ 000 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas 5P2D dengan Instansi Terkait
2 9
Jumlah 12 294.920.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 297.869.200,00 BADAN
Dokurmen Dokumen Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Hasil antar, DUKUNGAN Pertumb tang LAAN
Rekonsiliasi Semua PENDANAAN uhan Sianta KELANGA
Data Kecamatan, | ATAS Ekocnomi | r N DAN
Penerimaa Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
n dan Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
Pengeluara PEGAWAI tnya DAERAH
n Kas serta PEMERINTAH kemamp KOTA
Pemunguta DENGAN uan PEMATAN
ndan PERJANJIAN keuangan G
Pemotonga KERJA daerah SIANTAR
n atas
Sp2D
dengan
Instansi
Terkait
2.0 | 001 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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2 |12 |2 1
Jumlah 90 Orang 103.020.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 104.050.200,00 BADAN
Orang yang Permnatangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Mengikuti antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Pembinaan Semua PENDANAAN vhan Sianta KEUANGA
Penatausa Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
haan Semua KEBLAKAN Inklusif PENDAPA
Keuangan Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
Pemerinta PEGAWAI tnya DAERAH
h PEMERINTAH kemamp KOTA
Kabupaten DENGAN uan PEMATAN
[Kota PERJANJIAN keuangan G
KERJA daerah SIANTAR
00|20 Koordinasi dan Cakupan S500Persen 100 Persen | 1.287.750.000,0 Peningkat | Kota 100P | 1.300.627.500,00
212 |3 Pelaksanaan Koordinasi 0 an Pema | erse
Akuntansi dan dan Pertumb tang n
Pelaporan Pelaksanaa uhan Sianta
Keuangan n Ekonomi r
Daerah Akuntansi Inklusif
dan Meningka
Pelaporan tnya
Keuangan kemamp
Daerah uan
keuvangan
daerah
Q|0 |20 000 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
212 |3 2
Jumlah 33 324,210.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 327.452.100,00 BADAN
Dokumen Dokumen Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Hasil antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Rekonsiliasi Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
dan Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
Verifikasi Semua KEBUAKAN Inklusif PENDAPA
Aset, Kel/Desa PENGGAIJIAN Meningka TAN
Kewajiban, PEGAWAI tnya DAERAH
Ekuitas, PEMERINTAH kemamp KOTA
Pendapata DENGAN uan PEMATAN
n, Belanja, PERJANJIAN keuangan G
Pembiayaa KERJA daerah SIANTAR
n,
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Pendapata

n-LO, dan

Beban
0 2.0 | 000 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
2 3 3

Jumlah 3 Laporan 147.460.000,00 | - Kota DAU - Peninpkat | Kota 148,934,600,00 BADAN

Laporan Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO

Pertanggun antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN

gjawaban Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA

Pelaksanaa Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN

n APBD Semua KEBNAKAN Inklusif PENDAPA

Bulanan, Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN

Triwulanan PEGAWAI tnya DAERAH

dan PEMERINTAH kemamp KOTA

Semestera DENGARN uan PEMATAN

n PERJANJIAN keuangan G

KERJA daerah SIANTAR

0 2.0 | DOD Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2 3 4

Jumlah 1 Laporan 371.680.000,00 | - Kota DAU - Peningkat | Kota 375.396.800,00 BADAN

Laporan Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO

Keuangan antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN

SKPD, Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA

BLUD dan Kecamatan, | ATAS Ekonormni r N DAN

Laporan Semua KEBUIJAKAN Inklusif PENDAPA

Keuangan Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN

Pemerinta PEGAWAI tnya DAERAH

h Daerah PEMERINTAH kemamp KOTA

yang DENGAN uan PEMATAN

Terkonsoli PERJANJIAN keuangan G

dasi KERJA daerah SIANTAR
0 2.0 | 0OO Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
2 3 5 Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

76




Jumlah 2 202.000.000,00 | - Kota DAL Peningkat | Kota 204.020.000,00 BADAN
Rancangan Dokumen Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Peraturan antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Daerah Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
tentang Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
Pertanggun Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
gjawaban Kal/Desa PENGGAIIAN Meningka TAN
Pelaksanaa PEGAWA][ tnya DAERAH
n APBD PEMERINTAH kemamp KOTA
Kabupaten DENGAN uan PEMATAN
/Kota dan PERJANIJIAN keuangan G
Rancangan KERJA daerah SIANTAR
Peraturan
Kepala
Paerah
tentang
Penjabaran
Pertanggun
glawaban
Pelaksanaa
n APBD
Kabupaten
[Kota
0|0 | 20| 000 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
2 12 ]3 9
Jumlah 2 121.200.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 122.412.000,00 BADAN
Kebijakan Dokumen Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELD
dan antar, DUKUNGAN Pertumb tang LAAN
Panduan Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Teknis Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
Operasiona Semua KEBUJAKAN Inklusif PENDAPA
| Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
Penyelengg PEGAWAI tnya DAERAH
araan PEMERINTAH kemamp KOTA
Akuntansi DENGAN uan PEMATAN
Pemerinta PERJANJIAN keuangan G
h Daerah KERJA daerah SIANTAR
0O (02000 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
2 12 |3 1
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Jumlah 30 Orang 121.200.000,00 | - Kota DAU Peningkat | XKota 122.412.000,00 BADAN
Orang yang Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Mengikut] antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Pembinaan Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Akuntansi, Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
Pelaporan Semua KEBUAKAN Inklusif PENDAPA
dan Kel/Desa PENGGAIIAN Meningka TAN
Pertanggun PEGAWAI tnya DAERAH
gjawaban PEMERINTAH kemamp KOTA
Pemerinta DENGAN uan PEMATAN
h PERJANJIAN keuangan G
Kabupaten KERJA daerah SIANTAR
/Kota
2.0 Penunjang - - 8.410,580.242,0 Peningkat | Kota - 20.000.000,00
4 Urusan 0 an Pema
Kewenangan Pertumb tang
Pengelolaan uhan Sianta
Keuangan Ekonomi r
Daerah Inklusif
Meningka
tnya
kemamp
uan
keuangan
daerah
2.0 | 000 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
4 9
Jumlah 1 Laporan 8.410.580.242,0 | - Kota DAU Peningkat | Kota 20.000.000,00 BADAN
Laporan O | Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELC
Hasil antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Pengelolaa Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
n Dana Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
Darurat Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
dan Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
Mendesak PEGAWAI tnya DAERAH
PEMERINTAH kemamp KOTA
DENGAN uan PEMATAN
PERJANIJIAN keuangan G
KERJA daerah SIANTAR
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5|10 |0 PROGRAM Persentase | 100% 100% 2.419.960.000,0 100 2.444.159,600,00
2 |3 PENGELOLAAN | perangkat ] %
BARANG MILIK daerah
DAERAH yang
menatausa
hakan
asset
sesuai
dengan
SAP
510 |0 | 20 Pengelolaan - - - 2.419,960.000,0 Peningkat | Kota - 2.444.158.600,00
21311 Barang Milik 0 an Pema
Daerah Pertumb | tang
uhan Sianta
Ekonomi r
Inklusif
Meningka
tnya
kualitas
pelayana
n publik
5/0 |0 | 20| 000 Penyusunan Standar Harga
213 |1 1
Jumlah 1Perwa 424.200.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 428.442,000,00 BADAN
Standar standar Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Harga yang BMD1 antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Disusun Dokumen Semua PENDAMAAN uhan Sianta KEUANGA
Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
Kel/Desa PENGGAJNAN Meningka TAN
PEGAWAI tnya DAERAH
PEMERINTAH kualitas KOTA
DENGAN pelayana PEMATAN
PERJANJIAN n publik G
KERJA SIANTAR

50 (0 (20| 000

Penyusunan Standar Barang Millk Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

79




Jumlah 1Perwa 424.200.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 428.442.000,00 BADAN
Standar standar Pemnatangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Barang BMD 1 antar, DUKUNGAN Pertumb tang LAAN
Milik Dokumen Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Daerah dan Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
Standar Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
Kebutuhan Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
Barang PEGAWAI tnya DAERAH
Milik PEMERINTAH kemamp KOTA
Daerah DENGAN uan PEMATAN
PERJANJIAN keuangan G
KERJA daerah SIANTAR
1] 2.0 | OO0 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
2 1 3
Jumiah 33,28 88.880.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 89.768.800,00 BADAN
Rencana UPB Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Kebutuhan Puskesma antar, DUKUNGAN Pertumb tang LAAN
Barang Dokumen Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Milik Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
Daerah Semua KEBIJAKAN Inkiusif PENDAPA
Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
PEGAWAI tnya DAERAH
PEMERINTAH kemamp KOTA
DENGAN uan PEMATAN
PERJANJIAN keuangan G
KERJA daerah SIANTAR
0 2.0 | 000 Pengamanan Barang Milik Daerah
2 1 7
Jumlah 10 Laporan 253.510.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 256.045.100,00 BADAN
Laporan Pematangsi ;| TAMBAHAN an Pema PENGELO
Hasil antar, DUKUNGAN Pertumb tang LAAN
Pengaman Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA,
an Barang Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
Milik Semua KEBLAKAN Inklusif PENDAPA
Daetah Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
PEGAWAI tnya DAERAH
PEMERINTAH kermnamp KOTA
DENGAN uan PEMATAN
PERJANJIAN keuangan ¢]
KERJA daerah SIANTAR

80




0 2.0 | 000 Penilaian Barang Milik Daerah
2 1 8
Jumiah 2 Laporan 426.220.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 430.482.200,00 BADAN
Laporan Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Hasil antar, DUKUNGAN Pertumb tang LAAN
Penilaian Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Barang Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
Milik Semua KEBIJAKAN Inktusif PENDAPA
Daerah dan Kel/Desa PENGGAIIAN Meningka TAN
Hasil PEGAWAI tnya DAERAH
Koordinasi PEMERINTAH kemamp KOTA
Penilaian DENGAN uan PEMATAN
Barang PERJANJIAN keuangan G
Milik KERJA daerah SIANTAR
Daerah
) 2.0 | 001 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
2 1 0
Jumlah 33,28 346.430.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 349.894,300,00 BADAN
Dokumen upPB Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Hasil Puskesma antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Optimalisa Dokumen Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
st Kecamatan, | ATAS Ekonomi | r N DAN
Penggunaa Semua KEBUAKAN Inklusif PENDAPA
n, Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
Pemanfaat PEGAWAI tnya DAERAH
an, PEMERINTAH kemamp KOTA
Pemindaht DENGAN uan PEMATAN
anganan, PERJANJIAN keuangan G
Pemusnah KERJA daerah SIANTAR
an, dan
Penghapus
an Barang
Milik
Daerah
0 2.0 | 001 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
2 1 1
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Jumlah 33,28 123.220.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 124.452.200,00 BADAN
Laporan UPB Pematangsi j} TAMBAHAN an Pema PENGELO
Hasil Puskesma antar, CUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Rekonsiliasi Laporan Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
dalam Kecamatan, | ATAS Ekenomi r N DAN
rangka Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
Penyusuna Kei/Desa PENGGAIJIAN Meningka TAN
n Laporan PEGAWAI thya DAERAH
Barang PEMERINTAH kemamp KOTA
Milik DENGAN uan PEMATAN
Daerah PERJANKAN keuangan G
KERJA daerah SIANTAR
0| 2.07]001 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
3|1 2
Jumlah 1 BMD 333.300.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 336.633.000,00 BADAN
Laporan untuk Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELQ
Barang LKPD antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Milik Laporan Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Daerah Kecarmatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
yang Semua KEBUAKAN Inklusif PENDAPA
Disusun Kel/Desa PENGGAIJIAN Meningka TAN
PEGAWAI tnya DAERAH
PEMERINTAH kemamp KOTA
DENGAN uan PEMATAN
PERJANJIAN keuangan G
KERJA daerah SIANTAR
0 PROGRAM % capaian 100% 100 % 4.279.370.000,0 100 4.322.463.400,00
4 PENGELCLAAN pendapata 0 %
PENDAPATAN n asli
DAERAH daerah
0|20 Kegiatan 500Persen 4.279,370.000,0 Peningkat | Kota 100P | 4.322.463.400,00
4 (1 Pengelolaan Cakupan 100 Persen ) an Pema | erse
Pendapatan Penyelesai Pertumb | tang n
Daerah an Masalah uhan Sianta
Ganti Ekonomi | r
Kerugian Inklusif
dan Meningka
Santunan tnya
Tanah kualitas
Untuk pelayana
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Pembangu n publik
nan oleh
Pemerinta
h Daerah
Kabupaten
/Kota
0 | 2.0 | 00O Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
4 (1 1
Jumlah 2 40.400.000,00 | - Kota DAL Peningkat t Kota 40.804.000,00 BADAN
Dokumen Dokumen Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Rencana antar, DUKUNGAN Pertumb tang LAAN
Pengelolaa Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
n Pajak Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
Daerah Semua KEBLJAKAN Inklusif PENDAPA
Kel/Desa PENGGAIIAN Meningka TAN
PEGAWAI tnya DAERAH
PEMERINTAH kualitas KOTA
DENGAN pelayana PEMATAN
PERJANIIAN n publik G
KERJA SIANTAR
0 | 20 | 000 Analisa da mbangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
4 (1 2
Jumlah 4 perwa 52.520.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 53.045.200,00 | BADAN
Dokumen danl Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Hasil Analis perda antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Pajak Dokumen Semua PENDANAAN uhan Stanta KEUANGA
Daerah Kecamatan, ATAS Ekonomi r N DAN
serta Semua KEBLJAKAN Inklusif PENDAPA
Pengemba Kel/Desa PENGGAIJIAN Meningka TAN
ngan Pajak PEGAWAI tnya DAERAH
Daerah dan PEMERINTAH kualitas KOTA
Kebijakan DENGAN pelayana PEMATAN
Pajak PERJANJIAN n publik G
Daerah KERJA SIANTAR
0 | 20 | 000 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4 [ 1 3

a3




Jumlah 12 404.000.000,00 | -Kota DAU Peningkat | Kota 408.040.000,00 BADAN
Laporan kegiatan Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Pelaksanaa sosialis antar, DUKUNGAN Pertumb tang LAAN
n Laporan Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Penyuluha Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
ndan Semua KEBUAKAN Inklusif PENDAPA
Penyebarlu Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
asan PEGAWAI tnya DAERAH
Kebijakan PEMERINTAH kualitas KOTA
Pajak DENGAN pelayana PEMATAN
Daerah PERJANJIAN n publik G
KERJA SIANTAR
2.0 | 00D Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerzh
1 4
Jumlah PBB dan 355.520.000,00 { - Kota DAU Peningkat | Kota 359.075.200,00 BADAN
Saranadan BPTHTB Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Prasarana BPHTB antar, DUKUNGAN Pertumb tang LAAN
Pengelolaa Unit Semua PENDANAAN uban Sianta KEUANGA
n Pajak Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
Daerah Semua KEBUAKAN Inkjusif PENDAPA
Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
PEGAWAI tnya DAERAH
PEMERINTAH kualitas KOTA
DENGAN pelayana PEMATAN
_PERJANJIAN n publik G
KERJA SIANTAR
2.0 | 000 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
1 6
Jumlah 7000 1.626.100.000,0 | - Kota DAU Peningkat | Kota 1.642.361.000,00 BADAN
Laporan Laporan 0 | Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Hasil antar, DUKUNGAN Pertumb tang LAAN
Pengalaha Semua PEMDANAAN uhan Sianta KEUANGA
n, Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
Pemelihara Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
an, dan kel/Desa PENGGAIJIAN Meningka TAN
Pelaporan PEGAWAI tnya DAERAH
Basis Data PEMERINTAH kualitas KOTA
Pajak DENGAN pelayana PEMATAN
Daerah PERJANJIAN n publik G
KERJA SIANTAR
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0 2.0 | 000 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2 1 7
Jumlah 7000 305.020.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 308.070.200,00 BADAN
Objek Obyek Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Pajak yang Pajak antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Disesuaika Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
n NJOP nya Kecamatan, | ATAS Ekonomi |r N DAN
Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
Kel/Desa PENGGANAN Meningka TAN
PEGAWAI tnya DAERAH
PEMERINTAH kualitas KOTA
DENGAN pelayana PEMATAN
PERJANJIAN n publik G
KERJA SIANTAR
0 2.0 | 000 Penetapan Wajib Pajak Daerah
2 1 8
Jumilah 100 152.510.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 154.035.100,00 BADAN
Dokumen Dokumen Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Ketetapan antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Pajak Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Daerah Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
Semua KEBLAKAN Inklusif PENDAPA
Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
PEGAWAI tnya DAERAH
PEMERINTAH kualitas KOTA
DENGAN pelayana PEMATAN
PERJANJIAN n publik G
KERIA SIANTAR
Q 2.0 | 00O Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
2 1 9
Jumlah 7.821 1.015.050.000,0 | - Kota DAU Peningkat | Kota 1.025.500.200,00 BADAN
layanan SPTPD( Sur 0 | Pemnatangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
dan atP antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Konsultasi Layanan Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Pajak Kecamatan, | ATAS Ekonomi | r N DAN
Daerah Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
PEGAWALI tnya DAERAH
PEMERINTAH kualitas KOTA
DENGAN pelayana PEMATAN
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PERJANJIAN n publik G
KERJA SIANTAR
2.0 | 001 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
1 0
Jumlah 7000 111.100.000,00 | - Kota DAL Peningkat | Kota 112.211.000,00 BADAN
Data Dokumen Pematangsi | TAMBAHAN an Pema PENGELO
Pelaporan antar, DUKUNGAN Pertumb | tang LAAN
Pajak Semua PENDANAAN uhan Sianta KEUANGA
Daerah Kecamatan, | ATAS Ekonomi r N DAN
yang Telah Semua KEBLAKAN Inklusif PENDAPA
Dilakukan Kel/Desa PENGGAIIAN Meningka TAN
Penelitian PEGAWAI tnya DAERAH
dan PEMERINTAH kualitas KOTA
Verifikasi DENGAN pelayana PEMATAN
PERJANIIAN n publik G
KERJA SIANTAR
2,0 ( 001 Penagihan Pajak Daerah
1 1
Jumlah 32 Milyar 6 pajak 108.070.000,00 | - Kota DAU Peningkat | Kota 32 109.150.700,00 BADAN
Dokumen Dokumen Daerah Pematangsi i TAMBAHAN an Pema | Mily PENGELO
Hasil Dokumen antar, DUKUNGAN Pertumb | tang ar LAAN
Pelaksanaa Semua PENDANAAN uhan Sianta | Doku KEUANGA
n Kecamatan, | ATAS Ekonomi r men N DAN
Penagihan Semua KEBIJAKAN Inklusif PENDAPA
Pajak Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka TAN
Daerah PEGAWAI tnya DAERAH
PEMERINTAH kualitas KOTA
DENGAN pelayana PEMATAN
PERJANIIAN n publik G
KERJA SIANTAR
2.0 | 001 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
1 3
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Jumlah 90 WP 90 WF 109.080.000,00 } - Kota DAU Peningkat | Kota 90 110.170.800,00 BADAN
Dokumen Terperiksa, Terperiksa, Pematangsi | TAMBAHAN an Pema | WP PENGELO
Hasil 1000 rekla 10 antar, DUKUNGAN Pertumb | tang Terp LAAN
Pemeriksaa | Dokumen Dokumen Semua PENDANAAN uhan Sianta | eriks KEUANGA
n serta Kecarnatan, | ATAS Ekenomi | r a, N DAN
Pengendali Semua KEBIJAKAN Inklusif 1000 PENDAPA
andan Kel/Desa PENGGAJIAN Meningka rekla TAN
Pengawasa PEGAWAI tnya Doku DAERAH
n Pajak PEMERINTAH kualitas men KOTA
Daerah DENGAN pelayana PEMATAN

PERJANJIAN n publik G

KERJA SIANTAR

JUMLAH 103'921'83;:32 98.712.343.534,00
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Tahun 2024
Indikator Kinerja
Kode Program Program 1 Lokasi C’Iz‘l arfiztn Kebutuhan Sumber
Kiﬁ erja Dana/Pagu Indikatif Dana
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM
PENYELESAIAN
Persentase tanah
GANTI KERUGIAN
2.10.02 aset pemda yang | BPKPD 100% 19.666.302.291,00 DAU
DAN SANTUNAN bersertifikat
TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN
PROGRAM
PENUNJANG Cakupan
URUSAN Pelayanan
5.02.01 PEMERINTAHAN Penunjang BEKPD 100% 66.764.000.319,00 DAU
Urusan Pemerin-
DAERAH h Daerah
KABUPATEN/ KOTA | 21 Macrd
Rasio anggaran
PROGRAM sisa terhadap
50202 | O OLAAN il belaniz | BPKPD | 100% 3733424036500 | DAU
DAERAH tahun
sebelumnya
Persentase
PROGRAM perangkat daerah
PENGELOLAAN yang
5.02.03 BARANG MILIK menatausahakan BPKPD 100% 2.419.960.000,00 DAT
DAERAH asset sesuai
dengan SAP
Persentase
Capaian
PROGRAM .
AAN Pendapatan Asli
2.10.04 ggﬁ]()}%g}f‘ AN DaerahPersentase | BPKPD 100% 4.279.370.000,00 DAU
RAH Capaian
DAE Pendapatan Asli
Daerahnya
total 130.463.872.975,00
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BAB YV
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah ( RKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar yang telah disusun ini telah diupayakan agar
selalu konsisten dengan situasi, kompetensi, dan transparansi yang berlangsung hingga
nantinya akan ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKP). Artinya mampu
disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak
memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai fakta yang sifatnya negatif atau
yang mengancam Kkesinambungan operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil tidaknya suatu rencana tidak hanya pada
proses perumusannya saja namun banyak dipengaruhi oleh implementasinya yang tidak
jarang memerlukan campur tangan pimpinan puncak. Hal lain adalah pencermatan terhadap
kemungkinan perubahan-perubahan lingkungan sebagai langkah untuk melakukan prediksi
atau perbaikan serta kemampuan dan dukungan seluruh staf untuk melaksanakan komitmen

yang telah disepakati tersebut.

Dengan adanya Rencana Kerja OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2024, penetapan program dan kegiatan yang
dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi
serta arah kebijakan pembangunan daerah akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis

dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Pematangsiantar,

Pit. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN  PENDAPATAN DAERAH KOTA
PEMATANG SIANTAR

ARRI SUASWANDHY SEMBJRING, S.STP, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19830429 2000112 1 001
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